
BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 29 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023

tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan lnstruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-

2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat
Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;

c. bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen
Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen
perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tamabhan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 
ten tang Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan 
Daerah Otonom Baru; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 



Menetapkan 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2009-2029; 

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2024-2026. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati 

Pasuruan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB 
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2005-2025. 

6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024-2026. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) 
tahun. 

8 . Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat 
Renstra DP3AP2KB adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 
Berencana untuk periode 3 (tiga) tahun. 

9. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat 
Renja DP3AP2KB adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 
Berencana untuk periode 1 (satu) tahun. 



BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA 

DP3AP2KB 

Pasal 2 

(1) Renstra DP3AP2KB Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

(2) Renstra DP3AP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai pedoman bagi DP3AP2KB dalam menyusun Renja DP3AP2KB. 

Pasal 3 

Sistematika Penulisan Renstra DP3AP2KB disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN; 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABY 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH; 

: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; 

: TUJUAN DAN SASARAN; 

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 

: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN; 

: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 

: PENUTUP. 

Pasal 4 

Renstra DP3AP2KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 5 

Kepala DP3AP2KB wajib melaksanakan Renstra DP3AP2KB dalam rangka 
mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Kepala DP3AP2KB wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan dan hasil Renstra DP3AP2KB. 

(2) Kepala DP3AP2KB menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan 
yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan 
pengembangan. 



BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DP3AP2KB Tahun 2027, 

Renstra DP3AP2KB Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menyusun Renja DP3AP2KB Tahun 2027. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala DP3AP2KB 

Ka. Bappelitbangda 

Kabag. Hukum 

Sekretaris DP3AP2KB 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 4 April 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PASURUAN,

                 ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 4 April 2023

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 29  



PENJELASAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 29 TAHUN 2023 
TENTANG 

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026 

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka 
panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana 
Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun 
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan 
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra 
DP3AP2KB, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. 
Oleh sebab itu dokumen renstra DP3AP2KB harus selaras dengan RPD 
dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, 
strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut 
indikatornya. 

Dalam rangka penyusunan Renstra DP3AP2KB dan Renja 
DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melakukan koordinasi, 
sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu 
penetapan Renstra DP3AP2KB th 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah 
penetapan RPD. 

Adapun tahapan penyusunan Renstra DP3AP2KB meliputi, 
Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan 
Rancangan, Pelaksanaan Forum DP3AP2KB /lintas Renstra DP3AP2KB, 
Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra. 

Renstra DP3AP2KB memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan 
serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib 
non pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas 
dan fungsi DP3AP2KB yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat 
indikatif. 

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cuku p jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: 

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7 

Dokumen Renstra DP3AP2KB Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan 

sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja DP3AP2KB dan 

Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 118 



ReNCANA SrRATEGIS 

2024-2026 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Pasuruan 



BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu tindakan awal yang 

dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta 

mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya (sumber daya modal 

dan sumber daya manusia) mencapai strategi yang ditetapkan. Sebagaimana 

amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang- undang Nomor 23 

Tahun 20 14 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa setiap 

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Renstra. 

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun 

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada 

RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2024-2026 Kabupaten Pasuruan. 

Dikarenakan pada tahun 2024 terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil 

Bupati Pasuruan maka melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 

2022 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah 

Otonom Baru. Proses penyusunan Renstra ini diawali dengan mengkaji strategis 

untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kabupaten 

Pasuruan. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang 

mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Bupati, kondisi objek 

urusan PD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal PD yang 

meliputi SDM, peralatan, kebijakan, dan lainnya). Kajian tersebut dilengkapi 

dengan hasil evaluasi Renstra PD periode sebelumnya. 

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Tahun 2024 - 2026 

menggambarkan tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan 

kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. Komponen Renstra ini mengacu pada RPD 

Kabupaten Pasuruan dan pelaksanaan Renstra Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pelaksanaan Renstra Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam 

dokumen induk perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Pasuruan. 



Sebagai dokumen induk, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas 

dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau 

unit pelaksana teknis yang ada dibawahnya. Renstra Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk 

mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam 

RPJMD Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan 

daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra 

Dinas P3AP2KB memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk 

memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui 

sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang 

dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada Perangkat Daerah yang 

bersangkutan. 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3 . Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 

2005- 2025 

6. Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga; 

7 . Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender 

dalam Pembangunan Nasional; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 



11. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 
Stunting; 

13. Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di 

Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

201 7 Ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Banguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022; 

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Pasuruan 2005-2025. 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; 

24. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan 

Stunting di Kabupaten Pasuruan; 

25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 1 79 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana; 

26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Gerakan 

Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera. 

1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 

- 2026: 

1. Maksud : 

a. Menjamin konsistensi pencapaian program prioritas sesuai dengan 

kebutuhan 

b. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis 

dan berkelanjutan 

c. Memberi gambaran tentang kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

tahun anggaran 2024 - 2026 

d. Sebagai acuan pedoman kerja terutama bagi segenap pegawai Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar 

sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cepat, tepat dan 

dapatdipertanggungjawabkan. 

2. Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Pasuruan adalah agar : 



a . Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPD Kabupaten 

Pasuruan menjadi jelas dan tidak bias 

b . Keterkaitan antar komponen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

menjadi jelas dan tidak biasa. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3 . Maksud dan Tujuan 

1 .4. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA 

2.1. Tugas, Fungsi dan Strukstur Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 

2 .2 . Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

2 .3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

2.4 . 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 

Konsumen 

Perlindungan 

Berencana 

pelayanan Dinas 

Anak, Pengendalian 

Pemberdayaan Perempuan, 

Penduduk dan Keluarga 



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

3 .1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 

3.2. Isu-isu Strategis 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 

4.2. Cascading kinerja Perangkat Daerah 

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 

LAMPIRAN 



BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Pasuruan Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi. 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

1. Tugas dan Fungsi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 

membantu Bupati di bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak; 

c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak; 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 



2. Susunan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari : 

Dari masing-masing bagian mempunyai Togas Pokok dan Fungsi 

sebagai berikut: 

a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, 

kepegawaian dan keuangan. Adapun fungsinya adalah sebagai 

berikut: 

1) penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 

2) pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi 

administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi 

kepegawaian, dan administrasi keuangan; 

3) pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah 

dan/ atau barang milik negara; 

4) pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan; 

5) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan 

peraturan perundang-undangan; 

6) koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah Provinsi dan/ Kementerian terkait; 

7) koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang; 

8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi tata kelola organisasi; dan 

9) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b. Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang 

Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut: 

1) Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pengarusutamaan 

Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

2) Pembagian Togas sesuai dengan bidang tugasnya dan 

mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; 

3) Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di 



Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

4) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarustamaan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, 

Sosial, Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga, Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender 

dan Anak serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya 

di bidang perlindungan khusus anak; 

5) Penyiapan Forum Koordinasi, Penyusunan Kebijakan 

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan 

Kualitas Keluarga, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 

Penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak, serta terkait hak 

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 

kreativitas dan kegiatan budaya di bidang perlindungan khusus 

anak; 

6) Penyiapan perumusan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi , 

sosialisasi dan distribusi serta pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengarustamaan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, 

Sosial, Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga, Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender 

dan Anak, serta Pemenuhan Hak Anak di Hak Anak terkait hak 

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 

kreativitas dan kegiatan budaya di bidang perlindungan khusus 

anak; 

7) Penyiapan Kelembagaan Pengarustamaan Gender, Penguatan 

dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga, Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan dan Sistem Data dan Informasi dalam 

mewujudkan kesetaraan gender dan anak dan Pemenuhan Hak 

Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia 



usaha di bidang Perlindungan Anak anak; 

8) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor; 

9) pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di bidang 

Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

10) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; dan 

11) Pelaksanaaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang 

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Adapun 

fungsinya adalah sebagai berikut: 

1) penyusunan program kerja dan anggaran Bidang Pengendalian 

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; 

2) perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang 

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; 

3) penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan bahan kajian teknis, 

fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan di bidang 

Pengendalian penduduk Penyuluhan dan Penggerakan; 

4) pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga 

Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 

dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP); 

5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor; 

6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang 

Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan; 

7) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan 

Penggerakan; dan 

8) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 



d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang Keluarga 

Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Adapun 

fungsinya adalah sebagai berikut: 

1) penyusunan Program Kerja dan Anggaran Bidang Keluarga 

Berencana,Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 

2) perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang 

Keluarga Berencana,Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 

3) pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 

pendistribusian alat dan obat kontrasepsi; 

4) pelaksanaan penyuluhan,penggerakan,pelayanan di Bidang 

Keluarga Berencana,Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 

5) pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga 

berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 

6) penyusunan 

Kegiatan di 

Laporan 

Bidang 

Kesejahteraan Keluarga; 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Keluarga Berencana,Ketahanan dan 

7) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor; 

8) penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

9) pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Bidang 

Keluarga Berencana,Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 

dan 

10) Pelaksanakan fungsi-fungsi-lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam 

jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

c. Setiap kelompok dipimpin su bkoordinator pelaksana fungsi 



pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang 

tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama Jenis dan 

jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

d . Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat 

Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

pada satu kelompok substansi pada masing-masing 

pengelompokan uraian fungsi. 

e. Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina 

kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. 

f. Ketentuan mengenru pembagian tugas subkoordinator 

sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan 

oleh Bupati. 
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Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan 



2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai karyawan dan 

sumber daya sebagai berikut : 

1. Jumlah PNS dan PTT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanasebagai berikut : 

a. Jumlah PNS = 22 orang (terdiri dari 10 laki- laki & 12 Perempuan) 

b. Jumlah PTT (Peg. Tidak Tetap) = 2 orang (terdiri dari 1 Laki - laki dan 

1 Perempuan ) 

2. Rekapitulasi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut jenjang 

Eselon: 

Tabel 2.2: 
Ditribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
No. Golongan / Ruang Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. Eselon Il.b - 1 1 

2. Eselon III.a 1 - 1 

3. Eselon III.b 2 1 3 

Tot a I 3 2 5 

3. Rekapitulasi PNS Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan menurut Golongan dan Ruang sebagai berikut : 

Tabel 2 .3: 
Ditribusi Golongan dan Ruang berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
No. Golongan / Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Golongan (IV /c) - 1 1 

2 . Golongan (IV /b) - - -

3. Golongan (IV/ a) 3 2 5 

4 . Golongan (III/ d) 2 4 6 

5. Golongan (III/ c) 1 1 2 

6 . Golongan (III/b) 2 2 4 

7 . Golongan (III/ a) 2 1 3 

8 . Golongan (II/d) - 1 1 

9 . Golongan (II/ c) - - -

Tot a I 10 12 22 



4. Rekapitulasi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut jenjang 

pendidikan formal : 

Tabel 2.4: 
Ditribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
No. Golongan / Ruang Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. S-2 5 6 11 

2. S-1 3 5 8 

3. D-III / D-I - - -
4. SMA 2 1 3 

Tot a 1 10 12 22 

5. Perlengkapan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menempati Gedung 

Pemda Kabupaten Pasuruan terbagi 5 Ruangan Kerja, 2 Ruang Pertemuan, 

1 Ruang Gudang Alat Kontrasepsi dan menggunakan fasilitas: 

a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 11 Unit terdiri 5 kendaraan operasional 

dan 2 unit Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (lengkap dengan 

peralatan Elektronik dan KIE), Mobil Unit Pelayanan (MUY AN) KB 

(lengkap dengan Peralatan Medis/Kedokteran) , Mobil Angkutan 

Peserta KB, Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN), Mobil 

Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Mobil Box) 

b. Kendaraan Roda 2 (dua) untuk petugas lapangan setiap PLKB/PKB 

membawa 1 Motor sebanyak 130 unit dan 2 unit kendaraan Sepeda 

Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN) 

c. Alat pendukung Dinas Fasilitas sarana menunjang kegiatan yaitu 

peralatan/ administrasi perdinasan dan didukung peratan Informasi 

Teknologi (IT) : 

1. Personal Computer /PC : 16 unit 

2 . Laptop/ Notebook : 13 unit 

3. LCD/ Proyektor : 3 unit 

4 . Printer dan Scanner : 20 unit 

5. Internet : 1 Paket 

6 . Untuk Balai KB Kecamatan 48 PC dan Printer 48 buah. 

Berdasarkan data tersebut masih ada beberapa tambahan Sumber 

Daya lainnya yang memang dibutuhkan. 



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Sasaran indikator kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Pasuruan pada 2019 - 2022 sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Kesertaan ber-Keluarga Berencana 

Indikator keluarga berencana diukur dari Tingkat kesertaan ber Keluarga 

Berencana yang diformulasikan dalam tingkat Prevalensi (proporsi jumlah 

Pasangan Usia Subur terhadap tingkat pemakaian kontrasepsi atau 

Peserta KB aktif dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS} 
yang Menjadi Peserta KB Aktif 

- ARG E~ - REA SA 

75,14 75,20 75,00 
75,20 75,40 

75,40 

20 9 2020 2021 2022 2023 

Diagram 2.1 : Trend target dan Pencapaian Indikator Presentase Sasaran PUS yang 
menjadi Peserta KB Aktif 

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan selama 3 tahun terakhir terdapat 

peningkatan dan sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif 

menunjukkan nilai diatas target yang telah ditentukan. Namun pada 

tahun 2020 terjadi penurunan capaian presentase cakupan PUS yang 

menjadi peserta KB Aktif . hal ini dikarenakan pada awal tahun 2020 

terjadi pandemi covid-19 yang dimana seluruh mobilitas masyarakat di 

batasi serta turunnya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan banyak 

masyarakat terkena imbas seperti kehilangan pekerjaan. Namun 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki solusi untuk membebaskan 

biaya pelayanan KB melalui Surat Edaran Nomor 900/992/424.080/2020 

tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Peserta Ber KB Selama Masa 

Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Pasuruan, agar masyarakat yang 

ingin ber-KB namun terkendala biaya, bisa melakukan KB secara gratis 

di faskes-faskes pelayanan KB. 



2. Meningkatnya Ketahanan Keluarga yang Sejahtera 

Indikator keluarga sejahtera diukur dari Tahapan Keluarga 

Sejahtera Prosentase penurunan Tahapan Keluarga ( Pra­

Sejahtera dan KS-I) merupakan upaya monitor peningkatan 

kesejahteraan dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

40, 50 
4 0 , 25 

40, 00 

40, 1 1 
39, 72 - 3 9 , 72 

2018 2019 2020 

Diagram 2.2 : Trend target dan Pencapaian tahapan keluarga Pra-S dan KS-I 

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan selama 3 tahun terakhir 

terdapat tren penurunan prosentase tahapan keluarga Pra 

Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, walaupun masih 

menunjukkan nilai diatas target yang telah ditentukan. 

Namun pada tahun 2021 , indikator prosentase tahapan keluarga 

Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 diganti menjadi Indeks 

Pembangunan Keluarga (IPK/IBangga). Hal ini dikarenakan 

penyesuaian indikator dari BKKBN. IPK terdiri dari 3 komponen 

yakni Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi 

Kebahagiaan. Hasil capaian IPK Kabupaten Pasuruan pada tahun 

2021 adalah sebesar 55,20. Capaian tersebut termasuk dalam 

kategori IPK yang cukup baik (berkembang) karena nilai tersebut 

diantara 40-70. 
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Di,agram 2.3 : Trend target dan Pencapaian indikator Indeks Pembangunan 
Keluarga 2021-2023 

3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

Sasaran yang akan dicapai pada urusan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak adalah Meningkatnya 

Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk menilai keberhasilan 

pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : 

a. Persentase penanganan kekerasan perempuan dan anak 

Pada tahun 2019 dan 2020 ada perubahan formulasi 

perhitungan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, 

bukan lagi membandingkan denganjumlah KK rumah namun 

jumlah perempuan dan anak di Kabupaten Pasuruan. Berikut 

ini tren grafik Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak 

Tren Target Persentase Kekerasan Perempuan 
dan Anak 

- Target - capaian 

0,0067 

I 
'- 0 ,0065 

0,00 63 

~ 0,0060 

2019 2020 

Di,agram 2.4 : Trend target dan Pencapaian Persentase Kekerasan Perempuan 

danAnak 



Namun di tahun 2021 hingga 2023 terdapat perubahan 

indikator yakni Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan 

dan Anak. Hal ini dikarenakan kita bisa melihat sejauh mana 

kasus yang sudah dilaporkan dan sudah tertangani. Capaian 

persentase penanganan kekerasan perempuan dan anak tahun 

2022 adalah sebsesar 87, 76% dengan jumlah penanganan 

kekerasan perempuan dan anak 43 kasus dan jumlah laporan 

kekerasan perempuan dan anak 49 

Persentase Penanganan Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak 

~ADJ:'i:T - CAPAJ 

100 100 00 
100 

100 

83,33 87,76 
83,64 

100 

100 

2019 2020 2021 2022 2023 

Diagram 2.4 : Trend Target dan Capaian Penanganan Kekerasan Perempuan 

danAnak 

b. Persentase Anggaran yang Responsif Gender 

Pada tahun 2019 indikator ini ditambahkan untuk mendukung 

program Bupati dalam pelaksanaan Indeks Pembangunan 

Gender (IPG). Penyusunan dokumen Perencanaan dan 

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) wajib mendasarkan 

pada prinsip anggaran berbasis kinerja yakni Ekonomis,Efisien 

dan Efektif serta menambahkan prinsip Equity. Di dalam 

dokumen PPRG tersebut terdiri dari Gender Analysis Pathway 

(GAP), Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan 

Kegiatan (KAK). Anggaran responsif Gender (ARG) adalah 

anggaran yang mengakomodasi bagi perempuan dan laki-laki 

dalam memperoleh akses,manfaat, berpartisipasi dalam 

mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta 

kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam 

menikmati hasil pembangunan. Diharapkan tiap OPD di 



Kabupaten Pasuruan memiliki Anggaran yang Responsif 

Gender. Berikut ini tren target dan capaian persentase 

anggaran yang responsif gender 

Persentase Anggaran yang Responsif Gender 

- ARGt'" - CAP 

23,85 24,00 

24,25 

23,05 

2019 2020 2021 2022 2023 

Diagram 2.5: Trend Target dan Pencapaian Persentase Anggaran yang 
Responsif Gender 



lodikator Kinerja 
Target 

aesuai Tugu dao 
(SPM, 

NO lKKdao 
Funpi Peraogkat lndlkator 

Daerah Laiooya) 2019 

(1) (2) (3) (4) 

1 Indikator Tujuan 
dan Sasaran 
Perangkat Daerah 
lndikator Tujuan 
PD: 
lndeks 90,76 
Pembangunan 
Gender 
Iodikator Sasaran 
PD: 
Persentase Anggaran 19,98 
yang Responsif 
Gender 
Persentase 0,007 
Kekerasan 
Perempuan dan 
Anak 
Persentase -
penanganan 
kekerasan 
perempuan dan 
Anak 
Persentase Sasaran 73,00 
Pasangan Usia 
Subur (PUS) yang 
menjadi peserta KB 
Aktif 
Persentase Tahapan 40,25 
Keluarga Pra-S dan 
KS I 

Tabel 2.1 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB 

Kabupaten Pasuruan 
Target Reostra Realiaasi Capaiao Peraogkat Tahuo ke Daerah Tahuo 

2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

90,91 91,07 91,22 91,38 90,68 90,48 91,22 90,44 

19,98 18,50 18,60 18,70 3,16 18,31 18,60 23,05 

0 ,0060 - - - 0 ,0067 0,0063 - -

- 100 100 100 - - 100 100 

75,20 75,00 75,20 75,40 75,14 74,91 75,20 73,42 

40,00 - - - 39,72 39,72 - -

Ruio Capaiao pada 
Tahun ke-

2023 2019 2020 2021 2022 2023 

(13) /14) (15) (16) (17) (18) 

91 ,38 99,91 99,53 100,16 99,69 100 

23,05 15,816 91,64 100,54 102 100 

- 103,08 105,00 - - -

100 - - 100 100 100 

75,40 102,93 99,61 100,27 98 100 

- 98,683 99,30 - - -



Indeks - - 51,25 55,20 55,30 - - 55,15 55,20 55,30 - - 107,71 100 100 
Pembangunan 
Keluarga (IPK) 
Persentase - - - 15,38 17,90 - - - 15,35 17,90 - - - 100 100 
KampungKB 
mandiri 
Nilai SAKIP OPD - 80 80 80 90 81 00 83 50 - 80 79 80 90 82,08 83 50 - 99 99 100 12 101 33 100 

2 Indikator SPM 
Diisi 
Indikator ... ... .. ... .. 

3 Indikator Kinerja 
Kunci (Outcome) 
Urus an 
Pe mberdayaan 
Pere mpuan dan 
Perlindungan Anak 
Persentase ARG 19,98 19,98 18,50 18,60 18,70 3,16 18,31 18,60 23,05 15,82 91,64 100,54 102 
pada Belanja 
Langsung APBD 
Persentase anak 0 ,006 0 ,008 0,013 100 
korban kekerasan 
yang ditangani 
instansi terkait 
kabupaten 
Rasio kekerasan 0 ,003 0 ,006 0 ,004 9 ,76 
terhadap 
perempuan, 
termasuk TPPO 
(perl00.000 
penduduk 
oeremouan) 
Urusan 
Pengendalian 
Pe nduduk dan 
Keluarga 
Berencana 
TFR(Angka 1,84 1,95 2,04 2 ,04 
Kelahiran Total) 



Persentase 73,00 75,20 75,00 75,20 75,40 75,14 74,91 75,20 73,24 
pemakaian 
kontrasepsi Modern 
(Modern 
Contraceptive 
Prevalence 
Rate/mCPR) 
Persentase 11,16 10,58 11,71 11,16 

kebutuhan 
her-KB yang tidak 
terpenuhi (unmet 
need) 
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Formullr E.80 
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota 

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Pasuruan 

Periode Pelaksanaan: 2018-2023 

JrI:fiarctn :)Ell?JrH~nrpr:a.Smml-mtltmW..MJ~Hn.lliUJ.8!..llB: 

Data 
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dan mamin rapat 75.0 60.0 46 88 
Minuma.n dan tamu 00 00 2 1 

Penyediaa Jumlah 1 bl 2 b I b I bin 1 b I bin 10 95, I 95 
nJaaa pembaya.ran 2 n 4 I 2 I 855.9 2 855.9 2 I 814. 2 814 . 0 18 0 ,0 
Perkantor honor tenaga n n 56 .30 56.30 n 714. 010. 17 0 99 
an kontrakdan 0 0 000 000 3 5 

THL 
Rapat- Jumlah 1 bl 2 b 1 b 1 bin 1 b 1 bin 10 10 1 40 
rapat koordinasi 2 n 4 I 2 I 197 .2 2 197.2 2 I 198. 2 79.0 0 0 ,5 0 ,0 
Kordinasi dan n n 23.50 23.50 n 295. 25.4 43 0 69 
dan konsultasi 0 0 480 00 5 
Konsultas ke luar 
i Ke Luar daerah 
Daerah 
Penyusun Jumlah I 0 1 do 1 do i,o i,o 1 18 
an pcnyusunan 5 5 ku 36.00 5 ku 67.9 IV IV/ 0 8 , 
Lapore.n perencanaan me 0 .000 me 55.0 /0 01 0 76 
Kinerja , pelaporan n n 00 I 4 
Keuangan lcinerja dan 

keuamza.n 
PROGRA Persents.se 1 % 2 % l % 1 % 1 % 1 % 10 i,o 1 i,o 
M Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 IV/ 0 IV 
PENINOK Kondisi Baik 0 0 0 0 0 0 01 0 /0 
ATAN I 

SARANA 
DAN 
PRASARA 
NA 
APARATU 
R 
Pembangu Jumlah 4 p 2 p 1 p 1 pkt 1 p 1 pkt 10 0 1 10 
nan pembanguna kt k k 65.00 100.0 k 10.0 0 0 
Gedung n gedung t t 0.000 00.00 t 00 ,0 0 
Kantor kantor 0 00 
Pengadaa Jumlah 6 p 2 p 1 p I pkt l p I pkt 10 10 1 0 
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dukungan penyuluhan 900 
sarana dan 
dan pelayanan 
prasarana KB 
pelayanan 
dan 
penyuluh 
an KB 

Jumlah 1 k keg k 
Pencatata kegiatan 4 C 1 40.00 1 e 4 ,73 

n pencatatan g 4 0 .000 4 g 3.60 

pelaporan pelaporan 0 
dan dan PK 
pendataa 
n 
keluanza 

Jumlah I k ke g k 

Pembinaa kegiatan C I 36.6 5 1 e 1.72 
n Koa.lisi koalisi g 4 . 100 g 5 .00 
Kepcndud 0 

ukan 
Jumlah I k 1 keg 1 k 

Sosialisasi sosialisasi e e 11.4 
Dimensi dimensi g g 9 4.5 

Kepcndud kependuduk 00 

ukan an 
3 Meni PROO RA Prosentasc 9 % 

ngka M Meningkatny 9 

tnya PEMBINA a Pembinaan 
Ke lu AN KB/KR 
arga PERAN mandiri 
Seja SERTA 
htcra MASYARA 
yang KAT 
Relio: DALAM 



ius PELA YAN 
dan AN 
Berk KB/KR 
ualit YANG 
as MANDIRI 

Pendataa Jumlah 3 D 3 D 3 D IO 96, 
n du sun yang 6 s 6 . 96.25 6 8 92.5 0 15 
Keluarga dilakukan 5 5 4.500 5 54.5 60 
Sejahtera Pendataan 00 2 

Keluarga 
Seiahtera 

Oelar Jumlah 3 k 3 k 3 k IO 73, 
Prociuk kegiatan e e 60.00 e 43.8 0 01 
Unggulan Gelar Prociuk g g 0.000 g 08 .6 43 

Unooulan 12 5 
Pu88t Jumlah 7 k 7 k 7 k 10 36, 
Pelayanan kegiatan e e 50.00 e 18.0 0 19 
Keluarga Pusyan g g 0.000 g 98.5 7 
Seiahtera Gatra 00 
Pelatihan Jumlah I k 1 k 1 k 10 56, 
Pombinaa kegiatan e e 20.00 e 11.3 0 59 
n Pelatihan g g 0.000 g 18.8 42 
Pongelola Pembinaan 58 9 
UPPKS Pengelola 

UPPKS 
KIE Jumlah I k I k 1 k 10 II 
Berbagai kegiatan KIE 2 e 2 e 210.0 2 e 236. 0 2,4 
Medindan berbagai g g 00.00 g 128. 42 
Mupen Media 0 750 3 

Mu~n 
PROGRA Prosentase 1 % 0 0 I % #D #D 
M Meningkatny 0 0 IV IV/ 
PENGEM a Le.yanan 0 0 /0 OI 
BANGAN Informasi I 
PUSAT dan 
LAYANAN Koneeling 
INFORMA KRR 
SIDAN 
KONSELI 
NG KRR 
Pembinaa Jumlah 2 k 2 k 2 k 2 k 10 94, 
n Anggota kegiatan 4 ec e e 60.00 e 56.◄ 0 09 
PIK KRR Pembina.an g g 0.000 g 59.2 87 

Anggota PIK 73 9 
KRR 

Sosialisasi Jumlah 2 k ◄ k 4 k 4 k IO 95, 
PIK kegiatan e e e ◄0 .00 e 38 .3 0 93 
Remaja Sosialisasi g g g 0 .000 g 75.0 75 
Berbasis. PIK-R 00 
Sekolah berbasis 

Sekolah 
Jambore Jumlah I k I k I k I k 10 94 , 
PIK kegiatan e e e 36.00 e 33.8 0 OS 
Remaja Jambore PIK g g g 0.000 g 59.0 27 

Remaia 00 8 
F'asilitasi Jumlah 3 k I k I k I k 10 69 
Saka kegiatan e e e 15.00 e 10 .3 0 
Ke nca.na F'asilitasi g g g 0 .000 g 50.0 

Saka 00 
Kencana 

Jrunbore Jumlah I k I k I k IO 89, 
Saka kegiaten e e 20.00 e 17.9 0 s 
Kencana Jambore g g 0 .000 g 00.0 

Saka 00 
Kencana 

Pelatihan Jumlah I k I k I k 10 77, 
Pendidik ke giatan e e 25.00 e 19.3 0 30 
Seba.ya PeJatihan g g 0.000 g 26.S 6 
dan Pendidik 00 
Konselo r Sebaya dan 
Seba.ya Konselor 
bagi PIK·R Sebaya bagi 

PIK·R 
PROGRA Prosentase I % 0 0 I % #D #D 
M Meningkatny 0 0 IV IV/ 
KELUARG a 0 0 /0 01 
A Kesejahteraa I 

n Kader 



SEJAHTE 
RA 

Pelak8afla Jumlah I bl I b I b I b 10 M 
andan Pembinaa.n 2 n 2 I 2 I 405.0 2 I 60 1. 0 8 ,4 
Peningkat Ketahana.n n n 00.00 n 387 . 90 

an Peran dan 0 560 8 
Serta Ke sejahteraa 
Organieaa n keluarga 
i 
Kemasyar 
aka.tan 
Tk. 
De.erah 
Kab/Kota 
dalam 
Pembangu 
nan 
Keluarga 
melalui 
Pembina.a 
11 

Ketahana 
n dan 
Ke eejahter 
aan 
Keluaroa 
PROGRA Proaentase I % 0 0 I % #D #D 
M Meningkatny 0 0 IV IV/ 
PENGEM a 0 0 /0 01 

BANGAN Pengembang I 

MODEL an Model Tri-
TRI-BINA Bina(BKB, 
(8KB, BKR, BKLJ 
BKR BKLI 
Pengkejia Jumlah 4 Kl 4 k 4 k 4 k 10 94, 
n kegiatan 8 p e e 90.00 e 84 .6 0 06 

Pengemba Pengembang g g 0 .000 g 62.6 96 

ngan an Model 54 2 
Model Ope. BKB 
Operasion Poavandu-
a!BKB PadU 
Posyandu 
Padu 
Pembina.a Jumlah I k I k I k I k 10 28 

n kegiatan • e e 15.75 e 45.0 0 6,2 

Kelompok Pembinaan g g g 0.000 g 79.8 2 1 
Bina Kelompok 70 4 

Keluarga BKB 
Ba1ita 
(BKBI 
Pembinaa Jumlah I k I k I k 10 91, 

n kegiatan e e 15.00 e 13.6 0 18 

Kelom pok Pembinaa.n g g 0 .000 g 78 .0 66 

Bina Ke lompok 00 7 

Keluarga BKR 
Remaja 
{BKRl 
Pembina.a Jumlah 4 k 4 k 4 k 10 83, 

n kegiatan e e 15 .00 e 12 .5 0 33 

Kelompok Pembinaan g g 0 .000 g 00 .0 33 

Bina Kelompok 00 3 

Keluarga BKL 
Lans ia 
(BKLI 
PEMBINA Proscntase I % 1 % I % 0 0 
AN Meningkatny 0 0 0 150.0 
LJ NGKUN a Pembinaan 0 0 0 00 .00 
GAN Lingkungan 0 
SOSIAI, Sosial 

Penunman I 0 I kk #D HD 
jumlah 0 0 150.0 IV JV/ 

keluarga pra 0 0 00.00 /0 01 
aeje.htera 0 0 0 I 
clan keluarga 
aeiahtera I 



Pembinaa Jumlah 6 k 1 k 6 k 6 lcrg 6 k 7 keg 10 90, 
ndan kegiatan e 2 . e 150.0 150.0 e 135. 454 . 0 15 

Pelatihan Pembinaan g g g 00.00 00.00 g 228 . 418 . 20 
Keterampl dan 0 0 100 751 7 

Ian Kerja Pelatihan 
bagi Keterampila.n 
Tenaga Kerja 
Kerjadan 
Maayarak 
at 
PROGRA Peningkatan 1 k 1 kip 
M Jumlah Desa 0 I 0 
KETAHAN Yang p 
AN memiliki 
KESEJAH kelompok 
TERAAN Tribina 
KELUARG 
A DAN 
PENGGER 
AKAN 
Pusat Jum1ah 2 k 2 keg 0 12 
Pelayanan kegiatan 2 e 2 150.0 19.2 ,8 

Keluarga Pusyan g 00.00 35.0 23 
Se'ahtera Gatra 0 00 3 

KIE Jumlah 1 k 1 keg 0 38 
Berbagai kegiatan KIE 2 e 2 210.0 81.6 ,8 

Mediadan berbagai g 00.00 09.3 61 
Mupcn Media 0 24 6 

Munen 
Pengemba Jumlah 3 k 3 keg 0 17 

ngan kegiatan 0 e 0 284 .0 50.6 ,8 
pusat PI K/KRR g 00.00 59.0 37 
layanan 0 00 7 
infonnasi 
den 
koneeling 
KRR 
pembinaa Jumlah I k 1 keg 0 10 

n tri bina pembinaan 2 e 2 155.7 16.4 ,5 

(BKB, tribinadan g 50.00 80.0 81 

BKR, BKL) UPPKS 0 00 1 

dan 
UUPKS 
Pelaksana Jumlah 1 b 1 bin 0 60 
andan Pembinaan 2 1 2 405.0 244 . ,3 

Peningkat Ketahanan n 00.00 270. 13 
an Peran dan 0 000 6 
Serta Kesejahteraa 
Organiaa.s n keluarga 
i 
Kemaeyar 
akatan 
Tk. 
Oeerah 
Kab/Kota 
dalarn 
Pembangu 
nan 
Keluarga 
melalui 
Pembine.a. 
n 
Ket.ahana 
n dan 
Keeejahter 
aan 
Kelu•=• 

4 Meni PROG RA Prosentase I % 

ngka M Meningkatny 0 

tnya KESERAS a Ke serasian 0 
Pem IAN Ke bijakan 
berd KEBIJAK Peningkatan 
ayaa AN Kualitas 
n PENINGK Anak 
Pere ATAN 
mpu KUALITAS 
an ANAK 
dan DAN 



Perli PEREMPU 
ndun AN 
gan 
Anak 

Pelaksana J umlah 4 k 4 k 4 k 10 10 

an kegiatan e e 64 .95 e 64 .9 0 0 
Soeia1isaei SosiaJisasi g g 2.000 g 52.0 
yang 're rkait 00 
terkait Gender 
dengan 
Gender. 
Pemberda 
yaan 
Perempua 
n dan 
Perlindun 
aan Anak 
PROG RA Prosentase l % I % 1 % 10 #D 

M Me ningkatny 0 0 0 0 IV/ 

PENINOK a Kualitas 0 0 0 0 1 

ATAN Hidup dan 
KUALITAS Perlindunga 
HIDUP n Perempuan 
DAN 
PERLIND 
UNOAN 
PEREMPU 
AN 
SosiaJiaa.s i Jumlah 1 k 1 k 1 k 10 78, 

Sistem kegiatan e e 59.83 e 47 .2 0 92 
Pencatata Sosielisasi g g 7 .500 g 27 .0 54 
ndan Si s tem 00 2 

Pelaporan Pencatatan 
KDRT dan 

Pelaporan 
KDRT 

Sosialiea8i Jumlah I k I k I k 10 96, 

Kesehatan kegiatan e e 20.99 e 20 .2 0 47 

Reproduk Sosialisasi g g 5.500 g 55.0 30 

si Wanita KESPRO 00 5 
fKESPROl 
PROO RA Prosentase I % 1 % 1 % 0 #D 

M Meningkat.ny 0 0 0 IV/ 

PENOUAT a Penguatan 0 0 0 01 

AN Kele mbagaan 
KELEMBA Pengarusuta 
GAAN maan 
PENOARU Gender 
SUTAMAA 
N 
GENDER 
DAN 
ANAK 
Pengemba J umlah 2 k 3 k 3 k 0 89, 
ngan kegiatan Kl E e e e 403.9 362. 83 
Materi tcntang g g g 50 .00 869. 02 

dan Ke eetaraan 0 308 5 

Pelaksana dan Keadilan 
an KIE Gender 
Tentang (KKG) 
Kesetaraa 
ndan 
Keadilan 
Gende r 
(KKGl 
Eva1uasi Jumlah 1 k 0 
Pelakaa.na ke giatan e 345. 
an Evaluasi g 645. 
Pengarus Pengarusuta 500 

utamaan maan 
Gender Gender 
fPUGl fPUGI 
Fasilitasi J umlah 5 k 7 k 7 k 0 48, 
Pelaksane. kegiatan e e e 376 .0 183. 87 

an fas ilitasi g g g 50.00 795. 5 1 
Ka.bupate Kabupaten 0 000 5 
n La.yak LayakAnak 

(KLAI 



Anak 
(Kl.A) 

Fasilitaei Jumla.h l k 6 k 6 k 0 0 

Pengcmba ke giatan 0 C e e 200.0 
ngan fasilite.si g g g 00 .00 
Pusat Pusat 0 
Pelayanan Pelay&nan 
Terpadu Terpadu 
Perlindun Perlindunga 
gan n Perempuan 
Perempua danAnak 
ndan (PP'J'-PPA) 
Anak 
IPPT•PPAI 
PROGRA Pro8Ctltase l % l % 1 % 10 #D 
M Meningkatny 0 0 0 0 lV/ 

PENINOK a Peran 0 0 0 01 

ATAN Serta 
PERAN Kesetaraan 
SERTA Gonder 
DAN dalam 
KESETAR Pembanguna 
MN n 
GENDER 
DALAM 
PEMBAN 
GUNAN 
Kegiatan Jumlah 6 k 6 k 6 k 10 95, 

Pelatihan ke lo mpok I l 89.99 I 85.8 0 13 

Kcv.•irausa Kewirau&aha p p 1.000 p 79.0 06 

haan an yang 00 5 

dalam dilatih 
Organiaas 
i 
Perempua 
n 
Pelaksana Jumlah 2 k 2 k 2 k 10 99 , 

an kegiatan C C 33.79 e 33.6 0 16 
Pelatihan pelatihan g g 6 .000 g 16.0 73 

Peningkat peningkatan 00 9 

an ketrsmpilan 
Ketrampil 
an dalam 
Meningkat 
kan 
Usaha 
Ekonomi 
Keluaraa 
PROGRA Peningkatan 2 % 2 % 
M jumlah 5 5 
PEMBER anggaran 
DAYMN yang 
PEREMPU resp:msif 
AN DAN gender 
PERL!ND 
UNGAN 
ANAK 

presentase l % I % 
Kekerasan 0 0 
perempuan 0 0 
yang 
tcrseleaaikan 
preeentase l % l % 
Kekerasan 0 0 
anakye.ng 0 0 
terselesaikan 

Pelaksana Jumlah 5 k 5 keg 5 keg l 16 

an KIE k.egiata.n KIE 5 e 5 520.9 5 87.1 0 ,7 

tent.a..ng KKG g 65.50 60.0 0 88 

kea.dilan 0 00 1 

dan 
kesetare.a 
n gender 
fKKGI 
Pelatihan Jumlah 2 k 2 kip 2 kip l 5 , 

peningkat organisasi 0 I 0 238 .7 0 12.9 0 10 

an perempuan p 0 



ketnunpil dan 09.6 2 00.5 42 

an bagi masyarakat 0 00 6 

organisasi yang 
percmpua mendapat 
n dan pela tihan 
masyarak 
at 
Evalulll!li Jumlah 4 k 4 keg 4 keg 1 19 

PUG kegiatan e 253 .6 48 .9 0 ,3 

evaluasi PUG g 99.8 0 99.8 0 14 
6 00 1 

Fasilitaei J umJah 2 0 2 0rg 2 0rg 1 23 
perlindun perempuan 5 r 5 100.0 5 23 .3 0 ,3 

gan yang g 00.00 00 .0 0 

perempua terfaeilitasi 0 00 

n 
F'a silitasi Jumlahanak 3 0 3 0rg 3 0 rg 1 18 

perlind un yang 0 r 0 100 .0 0 18.2 0 ,2 

gan anak terfasilitas.i g 00.00 00.0 0 
0 00 

F'asilitaei Jumlah O PD 5 0 5 op 5 op 1 3 1 

kabupate yang 6 p 6 d 376.0 6 d 116. 0 , I 

n layak tersosialisasi d 50.00 9 53 . 0 00 

anak tentana Kl.A 0 900 6 

I 
SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 

1 Meni Ptop,un Penentuo 
ngka Penunjan pemenuhan 
tnya 1Um1an penunJanc 
Kuali Pemerint UJ'UUD 

tas ah pemerlntah 
SAKJ Daerah daerah 
p 
Pera 
ngka 
t 
Daer 
ah 

Kegiatnn Jumuih 
Perencana dokumen 
an, perena:rnaan 
Pengangg ,penganggar Dok Dok Dok 
aron, dan an,evaluasi 5 ume 284.23 5 ume 31.49 5 ume 34.649 
Evaluasi dan lapornn n 0. 197 n 9.300 n .230 
Kinerja kine,ja 
Pemngkat pemngkat 
Daemh daernh 

Jumlah 66 

Penyuaun doku men 9.99 ,6 

an Perencanaan Dok Dok Dok 
9.80 7 

Dokumen perangkat 3 ume 15.000 3 ume 16.49 3 ume 18. 149 
0 

Perencana dae rah n .000 n 9.300 n .230 
an 
Perangkat 
Daerah 0 

Evaluasi Jumlah 0, 

Kinerja laporan 1.apo 1.apo 1.apo 
00 

Perangkat evaluasi 2 269.23 2 15.00 2 16.500 
Daerah perangkat 

ran 0.197 ran 0 .000 ran .000 
daerah 

Kegiatan Persentase 0 , 

Adminis tr ad ministrasi 00 
asi keuangan 1 1 4.660. 1 5.126. 
Keunngan pemngkat 0 % 4.545.2 0 % 896.7 0 % 986.40 
Pemngkat daernhyg 0 44.000 0 29 0 2 
Doemh dilaksanakn. 

n 
Penyediaa Jumlah 10 

n Gaji dan Orang Ora Ora Ora 
3.30 0, 

Tunjanga yang 2 ng/ 3.304 . 2 ng/ 3 . 156. 2 ng/ 3.47 1. 
4 .63 00 

nASN Menerima 0 .86 
Gaji dan 

2 Bula 594.00 2 Bula 096.7 3 Bula 706. -10 7 
Tunjangan 

n 0 n 29 n 2 

ASN 



Penyediaa Jumleh 
n Ookumen 1.56 

12 
6, 

Administr Hasil 1 
Dok 1.240. 1 Dok 1.504. 1 

Dok 1.655. 
3 .88 

asi Penyedia.a.n 2 
ume 650.00 2 

ume 800.0 2 
ume 280.00 

0 .00 

Pelakoana Administrasi n 0 
n 00 

n 
0 

0 

an Tugaa Pelaksane.an 

05 

ASN TueasASN 
Kegiatan Per.,entase 
Administr Administrosi 

o, 
00 

asi Kepegawaia 1 1 1 
Kepegawa n Pemngkat 0 % 5.000.0 0 % 19.99 0 % 21.992 
iari Daemhyang 0 00 0 3.500 0 .850 
R,i,ungkat Dilaksanaka 
Daemll 11 

Jumlah 99 

Pendidika Pcgawai 4 .99 

ndan Berdasarkan 9 .60 
,9 
9 

Pelatihan Tugaadan Ora Ora Ora 
0 

Pegawe.i Fungai yang 1 5 .000. 2 19.99 3 21.992 

Berdaaark Mengikurj 
ng 

000 
ng 3. 500 

ng 
.850 

an Tuga• Pcndidikan 
dan dan 
Funczei Pelatihan 
Kegiata,1 Persentase 
Administr .Pemenuhan 1 1 1 
asi Umum Administmsi 0 % 81 .918. 0 % 68.08 0 % 74.898 
R,imngkat Umum 0 810 0 9.800 0 .780 
Daemh R,imngkat 

0, 
00 

Daemh 
Penyediaa Jumlah 
n Paket 32.2 

14 
6 , 

Peralatan Peralatan 24 .8 48 

clan dan 6 pake 21.999 6 pako 24 .34 6 pako 26 .775 70 

Perlengka Perlengkapa 2 t .010 2 t 1.400 
5 t .540 

pan n Kantor 
Kantor yang 

Oisediakan 
Penyediaa Jumlah 
n Ba.rang Paket 20.0 

Cetakan Barang 1 pako 1 pako 1 pake 
13.7 

dan Cetakan dan 9 ,999. 18.74 20.6 19 00 
Penggend Penggandaan 

5 t 800 5 I 5 .400 7 t .940 

20 
0 , 
14 

aan yang 
Disedia.kan 
Jumlah 88 

Penye leng laporan 44.4 

garaan rapat 20.0 

Rapat koordinasi 6 Lapo 4 Lapa 4 Lapo 
00 

Koordinas dan 49.920 25.00 27 .503 

i dan konsultasi 
2 ran .000 

2 ran 3.000 4 ran .300 

,9 
8 

Konaultae yang 
iSKPD dilakukan 

SKPD 
Kegiatan Per.Jentase 
Pengadaa Pengadaan 

0 , 
00 

n Barang BarangMilik 
Milik Daemh 
Daerah Penunjang 
Penunjang Urusan 7 unit 1.208.8 5 unit 80.49 6 unit 288.54 
Urusan Pemerintaha 85.120 7.250 6.975 

Pemerlnta n .Daeroh 
llDaemh yang 

Dilaksanaka 
n 

Pengadaa Jumlah 
n Mebel PaketMebel 2 unit 5.000 . 2 unit 5.500. 2 unit 6 .050. 

0, 
00 

yang 
Oiaediakan 

000 000 000 

Jumlah Unit 10 

Pengadaa Sa.rana dan 120. 

n Sarana Prasarana 420. 
,0 
5 

dan Oedung 000 

Prasarana Kantor atau 3 unit 1.197. I unit 50.00 I unit 55.000 
Gcdung Bangunan 776. 12 0 .000 .000 
Kantor L.a.innyayang 0 

at.au Disediakan 
Banguna.n 
La.innva 



Jumlah Unit 0 , 
Pengadaa Saranadan 00 
n Sarana Pra sarana 
dan Pendukung 
Prasarana Gedung 
Pendukun Kantor atau 2 unit 6 . 109. 2 unit 24.99 2 unit 27.496 
gGedung Bangunan 000 7.250 .97 5 
Kantor La..innya 
ata.u yang 
Bangunan Di sedia.kan 
Lainnva 
Pengadaa Jumlah Unit 
n Kendaraan 

HD 
IV 

Kenda.ran Dinas /0 
n Oin9.8 Operasional 0 unit 0 unit I unit 200.00 
Operaeion ata.u 0 .000 

I 

al atau Lapangan 
Lapangan yang 

Di&ediakan 
Kegiatan Persentase 
Penyedu,a Penyediaan 

0, 
00 

nJMa Jasa J 1 1 
Penunjang Penunjang 0 96 113.94 0 96 

177.4 
0 % 195. 17 

Urusan Urusan 0 6.528 0 
32.20 0 5. 420 

PfJmerinta Pemerintaha 0 
han n Daerah 
Daerah 
Penyediaa J umlah 
nJii-88. Laporan 61.6 

Komunika Penyediaan 49.8 
si , Jasa 3 Lapo 3 Lapo 3 Lapo 

35 
Sumber Komunikasi , 88.972 99.98 109.98 
Daya Air Sumber 

6 ran .978 6 ran 2.200 6 ran 0 .420 

69 
,2 
9 

dan Daya Air clan 
Listrik Listrik yang 

Disediakan 
Penyediaa J umla.h 
nJasa Laporan 72.4 
Pele.ye.nan Pcnyed iaan 30.0 
Umum Jasa I Lapo 24 .973 1 Lapo 77 .45 1 Lapo 8 5. 195 

00 
Kantor Pelayanan 2 ran .550 2 ran 0.000 2 ran .000 

Umum 

29 
0 , 
03 

Kantor yang 
Diaediakan 

Kegiatan Persentase 
Pemelihar BarangMUik 179. 
aan Daerah 885. 

80 
,0 
1 

Barang Penunjang 060 
MUik Urusan 1 J 111 .5 1 
Daerah Pemerimaha 4 

unit 224.81 4 unit 34.36 4 
unit 11 5. 18 

Penunjang n Daerah 5.295 9 7.896 
UIUS<ln dalam 
Pemerinta Kondi.si.Baik 
han 
.Daerah 

Jumlah 12 
Penyediaa Kendaraan 148. 
nJasa Perorangan 555. 
Pemelihar Dinas atau 612 

3, 
81 

aan, Kendaraan 
Biaya Dinas 
Pemelihar Jabatan 
aan dan yang 1 1 1 
Pajak Dipelihara 1 unit 119 .98 

1 
unit 71 .99 

1 unit 74 .999 
Kendaraa dan 8 .190 9 . 100 . 100 

n dibayarkan 
Peroranga Paje.knya 
n Dinas 
atau 
Kendaraa 
n Dinas 
Jabatan 

J umlah 67 
Pemelihar Gedung 10. 1 
aan/Reha Kan tordan I unit 14 .966 I unit 16.49 1 unit 18. 117 

09.0 

bilitasi Bangunan . 125 7.669 .436 
00 

Gedung Lainnya yang 

,5 
5 

Kantor 



de.n Dipelihara/0 
Bangunan irehabilitasi 
Lainnya 

Jumlah 23 
Pcmelihar Sarans. de.n 21.2 ,6 
aan/Reha Prasarana 20.4 
bilitasi Gedung 48 

I 

Se.rana Kantor atau 
de.n Bangunan 2 unit 89.860 2 unit 20.03 2 unit 22.041 
Prasarana Lainnya .980 7.600 .360 
Gedung yang 
Kantor Dipelihara/0 
atau irehabilitasi 
Bangu.nan 
Lainnva 

2 Meni Propun Penentue 
ngka Pen1uuat Dokumen 
tnya amun PPRG 
Pcm Gender Peranpat 

#0 
IV 
/0 
I 

bcrd don D""'8hyan1 
ayaa Pembercla Tenuaun 
n yun 
Pere Perempua 
mpu n 
an 
dan 
Perli 
ndun 
ge.n 
Anak 

Kegiatan Jumlah 
Pelembag Dokwnen 

0 , 
00 

aan PPRG 
Pengan.tSu. Perongknt 
tamaan Daerohyang 
Gender tersusun 
(RJG) 5 

Dok 5 Dok 151 .9 5 
Dok 

pada 5 ume 90.000. 5 ume 98.69 5 ume 166.92 
Lembaga n 000 n 

2 
n 3.711 

Pemerinta 
h 
Kewenang 
an 
Kabupate 
11/Kota 
KoordinM Jumlah 25 
i clan Dokumen 186. 6 , 
Sinkronia Hasill 151. 76 
asi Koordinasi 054 
Perumusa dan 
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0.00 Pengguna Mengilcuti 

4 5 6 0 an Metode Keaertaa.n o ran 1.986 , 
5 

oran 1.976. 
5 

o ran 2. 171 . 
Kontrasep Penggunaa.n 5 551.69 555.0 210.50 g 0 g 0 g 
si Jangka Me tode 5 

0 00 0 
Panjang Kontrasepsi 
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(MKJP) Jangka 
Panjang 
(MKJPI 

Penyediaa Jumlah Unit 
870. n Ss.rana Sarana 

#D 
IV 

260. Penunjan Penunjang 0 unit 0 unit 549 g Pelayanan 
/0 
I 

Pelayanan KB 
KB 



Pembinaa Jumlah 0 , 
n Laporan 00 
pelayanan Hasil 
keluarga Pembinaan 
berencana Pelayanan 
dan Ke luarga 
kesehatan Berencana 
reproduks d&Jl 3 lapo 14 .999 3 lapo 

16.49 
3 lapo 1.550. 

i di Ke sehatan 3 ran .760 3 ran 9 .800 3 ran 000 .00 
fasilitae Reproduksi 0 
keeehatan di Fasilitas 
terma1uk Ke sehatan 
jaringen 
dan 
jejaringny 
a 
Dukunga J umlah 
n Le.poran 

o. 
00 

Operaaion Dukungan l lapo l lapo l lapo 
al Oper&Bional 29.999 32.99 36 .299 
Pelaye.nan Pelayanan 

2 ran .800 2 ran 
9 .793 2 ran .772 

KB KBBergerak 
Beroerak 
Kegiatan Jumlah 

Pemberda Pelaksana 
0 , 
00 

yaandan Pelayana n 
Peninglool da r1 
an Peron f\?mbinaan 
serta Kesert.aan 
07ya11isas Ber-KB 
i 
Kemasyar 
akatan 
Tingkat 2 keoo 2 keoo 1.216. 2 keoo 1.338 . 
Daeroh 4 

mat 1.216.6 
4 

mat 600.0 4 
mat 260.00 

Kabupate n 00.000 an 00 an 0 
n/Kota 
dalam 
Pelaksana 
an 
.Pelayanan 
don 
Fembinaa 
n 
J(ese rtaan 
Ber-KB 

Jumlah 79 
Pelakaana Kampung KB 970 . 
andan yang 780 . 

,7 
9 

Pengelolaa Mengikuti 000 
n Program Pelakoanaan 
KKBPKdi dan 
Ka.mpung Pengelolaan 
KB Program kam kam kam 

Bangga 3 1.2 16. 3 1.2 16. 3 J.338 . 
Kencane. 9 pun 600.00 9 pun 600.0 9 pun 260 .00 
(Pembangun g 0 g 00 g 0 
an Keluarga, 
Kependuduk 
an, dan 
Keluarga 
Berencana) 
di 
Kamoune: KB 

Pro...-m Dimenai 5 #D 
Pemberda Ketentrama 5 , IV 
yaan dan n 8 
Penlnpa 9 

/0 
I 

tan 
Keluarca 
Sejahtera 
(KS! 

Dimensl 5 HD 
KemandJria 3 , IV 
n 7 / 0 

9 I 



Dimen1l 5 HD 
Kebaha&faa 5, IV 
n 7 JO 

8 I 
Pelaksana Jumlah 2 unit 2 unit 0 , 
an Sarona 4 4 00 
Femba11gu Kek>mpok 
nan Kegiatan 
Ke/uarga Pembinaan 
Melalui Ketahanan 605. 0 2 keoo 9 .523. 
Pembinaa dan 817.40 mat 
n Kesephteraa 4 .950 

00.00 4 an 800.00 

Ketahar1a n Keluarga 0 0 

ndan yang 
Kesejah ter diburuhkan 
aan 
Keluaroa 
Pengadaa J umlah Unit 
n Sarana Sarana 208. 

#D 
IV 

Kelompok Kelompok 896, JO 
Kegiatan Kegiatan 600 I 
Ketahana Ketahanan 
ndan dan 
Keaejahter Kesejahteraa 
a.an n Keluarga 
Keluarga (BKB, BKR, 2 (8KB, BKL, PPPKS, unit 282.80 
BKR, P!K-R dan 0 0 .000 
BKL, Pemberdayaa 
PPPKS, n Ekonomi 
P!K-R dan KeluargaJUP 
Pemberda PKS) 
yoan 
Ekonomi 
Kelua.rgaJ 
UPPKSI 
Penyed.iaa Jumlah 
n Biaya Kelompok 358, 
Opera.aion Kegiatan 243, 
a l bagi Ketahanan 000 

#D 
IV 
JO 
I 

Kelompok dan 
Kegiatan Keaejahteraa 
Ketaha.na n Keluarga 
ndan (BKB, BKR , 
Kesejahter BKL, PPPKS, 
aan PIK-R dan 

l 
ke lo 

Keluarga. Pemberdayaa 0 mpo 650.00 
(8KB, n Ekonomi k 0.000 
BKR, KeluargaJUP 
BKL, PKS) 
PPPKS, 
PIK-R dan 
Pembercle. 
yaan 
Ekonomi 
KcluargaJ 
UPPKSI 
Penyediaa Jumlah 
n Bis.ya Kader 
Operaaion Pengelola 
al bagi dan 

HD 
IV 
JO 
I 

Pengelola Pelakaana 
dan (Kade~ 
Pelak.sane. Ketahanan 
(Kader) dan 
KetR.hana Keaejahteraa 2 
n dan n Keluarga 7 oran 7 .925. 
Kesejah ter (BKB, BKR, 
aan BKL, PPPKS, 

5 g 500.00 

Keluarga PJK-R dart 3 0 

(BKB, Pcm berdayaa 
BKR, n Ekonomi 
BKL, KeluargaJUP 
PPPKS, PKSJ 
P!K-R dan 
Pemberda 
ye.an 
Ekonomi 



Keluarga/ 
UPPKS) 

Promosi Jumlah 2 lapo 2 lapo 0 , 
dan Le.poran 4 ran 4 ran 00 
Soaialieasi Haail 
Kelompok Promosi dan 
Kegiatan Soaialjaaai 
Keta.hana Kelompok 
ndan Kegiat.an 
Keacjahter Ketahanan 
as.n dan 
Keluarga Keaejahr.eraa 8 17.40 605.0 2 lapo 665.50 
(BKB,BKR n Keluarga 4 .950 00.00 4 ran 0 .000 
,BKL,PPP (BKB,BKR, 0 
KS, PIK-R BKL, PPPKS, 
dan PIK-R 
Pemberda dan 
yaan Pemberdayaa 
Ekonomi 11 

Keluarga Ekonomj 
UPPKS) Keluarga/UP 

PKSI 
Pelllksana Jumlah 2 keca 2 keca 0, 
andan Keoomatan 4 mat 4 mat 00 
Penlngkat Pelaksana an an 
an Peron Pembinaan 
seno don 
Organisas Peningkatan 
i Kesejahrera.a 
Kemasyar n Keluarga 
akatan 
Tk. 
Daeroh l<eca 
Kab/Kota 530.00 22.00 2 mat 24.200 
dalam 0.000 0.000 

4 an .000 
Pembangu 
nan 
Keluarga 
melalui 
Pembinaa 
n 
Ketahana 
n dan 
Kesejahter 
aan 
Keluaroa 
Penguata Jumlah 
n Organiaa.si 341. 
Kebijakan yang 287 . 
Daerah Mengikuti 800 
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dalam Penguat.an 
Rangka Kebijakan 
Pemberda Daerah 
yaan dan dalam 
Peningkat rangka 
an Peran Pcmberdayaa 
Seru, ndan 
Organittas Peningkatan 
i Peran Serta 2 orga oz:ga 
Kemaayar Organisasi 4 niea 500.00 n,aa 
akatan Kemaayarak •i 0.000 si 
dan Mitra atan dan 
Kerja Mitra Kerja 
Lainnya Lainnya 
Dalam daJam 
Pembinaa Pembina.an 
n Ketahanan 
Ketahana dan 
ndan Kesejahteraa 
Keeejahter n Keluarga 
aan (8KB, BKR, 
Kcluarga BKL, 
'8KB PPPKS, PIK-



BKR, R dan 
BKL, Pemberdaya.a 
PPPKS, n Ekonomi 
PIK-R dan Kelue.rga/UP 
Pemberda PKS) 
yaan 
Ekonomi 
Keluarga/ 
UPPKS) 

Promoai Jumlah 2 1 

dan Laporan 6.49 ,6 

Sosialiaui Hasil 6.40 5 

Program Promosi dan 0 
Ketahana Soaialiaaai 
n dan Program I lapo 

30 .000 
I lapo 22.00 I lapo 2'1 .200 

Ke eejahter Ketahanan 2 ran .000 2 ran 0 .000 2 ran .000 
aan dan 
KeJuarga Keecjahteraa 
bagi Mitra n Keluarga 
Kerja begi Mitra 

Keria 

I I I I 
Rata-rata capa.ian kinerja (%) 

Predik:at kinerja 



2.4. Konsumen Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dinas yang mengampu urusan 

wajib bukan pelayanan dasar yakni urusan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. Konsumen pelayanannya adalah masyarakat danjuga lintas sektor. 

Berikut ini penjelasan tentang mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

a. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian pelayanan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki beberapa mitra dalam 

melaksanakan pelayanan. Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan perempuan, Dinas bekerja sama dengan APH (Aparat Penegak 

Hukum) Seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, kemudian LPA 

(Lembaga Perlindungan Anak), APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak 

Indonesia), Dunia Usaha dan Media, kemudian Forum Anak Kabupaten 

Pasuruan, PUSPA (Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan 

Perempuan dan Anak) DMI (Dewan Masjid Indonesia), Tenaga Ahli Hukum, 

Tenaga Kesehatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat beserta Lintas 

Sektor seperti Sekolah-Sekolah, Perguruan Tinggi (Akademisi), Organisasi 

Masyarakat dan Perangkat Daerah. Mitra-Mitra tersebut kita perlukan 

untuk pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak, pencegahan 

kekerasan perempuan dan anak, serta pembangunan yang responsif gender. 

Untuk pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Dinas bekerja sama dengan Pembantu Pembina Keluarga 

Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD,Kelompok Kegiatan seperti Bina 

Kleuarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat 

Informasi dan Konseling Remaja, Generasi Berencana, Organisasi 

Masyarakat dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak 

Keluarga (TPK) Pencegahan Stunting, Fasilitas Kesehatan baik negeri 

maupun swasta, Koalisi Kependudukan serta Perangkat Daerah yang 

bekerja sama untuk pelayanan KB,Pengendalian penduduk dan pencegahan 

penurunan stunting. 



BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Pasuruan 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P3AP2KB Kabupaten 

Pasuruan dengan Identifikasi Permasalahan sebagai berikut: 

1. Angka unmetneed (PUS yang tidak ber KB) masih tinggi; 

2. Angka kesertaan KB MKJP masih rendah khususnya IUD,MOW dan MOP; 

3. Masih rendahnya kesertaan KB Pria; 

4. Belum optimalnya cakupan pelayanan KB Pasca Persalinan; 

5. Belum optimalnya beberapa kampung KB yang sudah terbentuk; 

6. Tantangan baru dalam pembangunan keluarga bagi sebagian masyarakat 

(Generasi milenial dan generasi Z); 

7. Masih banyak keluarga yang berisiko stunting; 

8. Masih tingginya pernikahan dini serta rendahnya pemahaman remaJa 

terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. 

9. Masih lemahnya kualitas hid up lansia dan belum optimalnya kemampuan 

keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang 

lansia; 

10. Pemahaman dan pengetahuan Masyarakat khususnya masyarakat 

pedesaan ten tang isu kesetaraan gender yang kurang dan juga kurangnya 

peran dan komitmen pemerintah kabupaten dan pemerintah desa 

melaksanakan penyusunan dokumen PPRG; 

11. Kecenderungan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

masih tinggi; 

12. Akses pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih 

belum optimal; 

13. Pemenuhan han hak anak dan optimalisasi forum anak ditingkat 

Kecamatan dan Kelurahan/Desa masih kurang; 



3.2. lsu - lsu Strategis 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

No. 

Tabel 3.1 
Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 

Permasalahan 
Masih rendahnya pemahaman 
masyarakat terhadap Hak 
Perempuan dan Hak Anak. 
Pelaporan kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak 
masih belum berjalan dengan 
optimal karena data yang 
didapat terkadang kurang, 
sosialisasi mengenru 
pencegahan kekerasan 
perempuan dan anak sudah 
dilaksanakan dengan gencar 
namun masih kurangnya 
pemahaman masyarakat 
dikarenakan budaya 
Terkendalanya pelaporan dari 
TPK (Tim Pendamping Keluarga) 
ke TPPS (Tim Percepatan 
Penurunan Stunting) terkait 
keluarga resiko stunting 

Masih rendahnya peran aktif 
dari masyarakat di dalam 
kampung kb dan kampung kb 
yg terbentuk masih kurang 
komitmen untuk updating 
kampung KB khususnya RDK 
(Rumah DataKu) 
Masih Minimnya Desa Dan 
Kelurahan Di Kab. Pasuruan 
Yang Menjadi Kampung 
Keluarga Berkualitas (Kampung 
Kb)(Dari 321 Desa Dan 24 
Kelurahan, Masih Terbentuk 39 
Kampung Kb, 22 Tk.Dasar, 12 
Berkembang, 3 Mandiri, 2 
Berkelaniutan) 
Unmetneed masih tinggi 
disebabkan oleh bebrapa faktor 
seperti akrakteristik 
demografi, sosial budaya,sikap 
dan kualitas pelayanan, tetapi 
di Kabupaten Pasuruan salah 
satu utama kebanyakan orang 
yang tidak ingin ber-KB karena 
masalah kesehatan,takut efek 
samping dan sosial budaya 

Permasalahan 

lsu Aktual 
Adanya UU baru di tahun 
2022 yakni UU Nomor 12 
Tahun 2022 tentang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual, 
sehingga terbitnya SE 
Kemendagri Nomor 
463/5318/SJ tentang 
pembentukan UPTD PPA 
kabupaten/kota wajib 
membentuk UPTD PPA. Tahun 
2022 sudah mulai membentuk 
UPTD PPA di Kabupaten 
Pasuruan 

lsu Strategis 
Masih banyaknya 
kasus kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak 

Keterlambatari Petunjuk Masih tingginya 
Operasional (Jukops) dari angka prevalensi 
pusat dalam penggunaan stunting 
anggaran dan 
pertanggungjawaban 

Belum terintegrasinya data Masih rendahnya 
pengendalian penduduk capaian 
dalam new SIGA (Sistem Kampung 
Informasi Keluarga) Keluarga 

Mengingat Inpres.3 Th.2022 
Ten tang Optimalisasi 
Penyelenggaraan Kampung 
Berkualitas, Dimana Target 
Tahun 2024 Semua Desa/ 
Kelurahan Di Indonesia 

Isu Aktual 

Berkualitas 

Masih tingginya 
UnmetNeed 

Isu Strategis 



Masih rendahnya capaian MKJP Masih rendahnya 
yakni IUD,MOW dan MOP 

' 
capaian MKJP 

6 
dikarenakan takut dengan efek 
samping serta tidak mau 
menunda memiliki anak lebih 
lama 



BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

Merujuk pada Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 

yaitu Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat. Serta 

merujuk Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu 

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia dengan indikator Indeks 

Pembangunan Gender (IPG), maka tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagai berikut: 

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

1. Tujuan 

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk 

Kabupaten Pasuruan periode Tahun 2024-2026 adalah sebagai 

berikut: 

a. Tujuan Meningkatnya Pembangunan Keluarga, mempunyai 

Indikator Tujuan yaitu Indeks Pembangunan Keluarga 

(IPK/ IBangga) 

2. Sasaran 

Untuk mencapai Tujuan perlu adanya Sasaran, pada 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai 

Sasaran dan Indikator Sasaran sebagai berikut : 

a. Sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya Kualitas Hidup 

Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai Indikator 

Sasaran sebagai berikut: 

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

2) Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak 

b. Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Keluarga yang 

Berkualitas, mempunyai Indikator Sasaran sebagai berikut: 

1) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ 

Unmet Need 

2) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas 



c. Sasaran ke-3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah, mempunyai Indikator Sasaran sebagai 

berikut: 

1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Adapun keselarasan Sasaran dari RPD dengan Tujuan dan 

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti tabel 

dibawah ini : 



No SASARAN RPD TUJUAN PD 

1 2 2 
1 Meningkatnya Meningkatnya 

Kualitas Pembangunan 
Pembangunan Keluarga 
Manusia (Indikator : 
(Indikator: Indeks 
Indeks Pembangunan 
Pembangunan Keluarga) 
Gender (IPG) 

Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

TARGET KINERJA 
INDIKATOR 

SASARAN PD 
TUJUAN/SASARAN 

TUJUAN /SASARAN PADA TAHON KE-

2024 2025 2026 
3 4 5 6 7 

Meningkatnya Indeks Pem berdayaan Gender (IDG) 66,50 66,75 67,00 
Kualitas Hidup 
Perempuan dan 
Perlind ungan Anak Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan 100% 100% 100% 

danAnak 

Meningkatnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak 11,10% 11 ,00% 10,90% 
Keluarga Sejahtera terpenuhi/ Unmet Need 
yang Berkualitas 

Persentase Kampung Keluarga Berkualitas 11,23% 11,50% 11,78% 

Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah 83,25% 83,75% 84,25% 
Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat 
Daerah 



4.2. Cascading Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Untuk cascading Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan ada pada 

lampiran tabel 4.1. (EXCEL) 



BAB V 

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan adalah suatu cara untuk 

mencapai tujuan sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil ( Outcome) 

program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut: 



Tabel 5.1 : 
Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Kebijakan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Periode Tahun 2024 s/ d 2026 

Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia 

Tujuan PD 
Meningkatnya 
Pembangunan 
Keluarga 

Sasaran PD 
1. Meningkatnya 
Kualitas Hidup 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Strategi 
1. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat 1. 

tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan hak-hak anak; 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, 
organisasi sosial masyarakat untuk 
kesetaraan dan keadilan gender serta 
terhadap perempuan dan anak; 

2. 
lembaga / 

mewujudkan 
perlind ungan 3. 

3. Meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada Bupati 4. 
dan lintas OPD dalam penganggaran yang responsif 
gender; 5. 

4. Mengoptimalkan tim pendamping kekerasan tingkat desa 
/ kelurahan, kecamatan dan Pusat Pelayanan Terpadu 6 _ 
perlindungan perempuan dan Anak untuk pencegahan, 
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 
serta rehabilitasi korban; 7 · 

5. Meningkatkan peran serta masyarakat, OPD terkait, dan 
segenap stake holder dalam mewujudkan Pasuruan Layak 
Anak dan Pasuruan yang responsive gender. 

Arab Kebijakan 
Optimalisasi Pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak; 
Peningkatan komitmen dan koordinasi 
dalam penganggaran yang responsive 
gender; 
Peningkatan kesetaraan gender disemua 
bidang. 
Optimalisasi tirn pendamping kekerasan 
tingkat desa/kelurahan dan forum anak; 
Dukungan sarana prasarana bagi komunitas 
forum anak; 
Penguatan korban kekerasan secara fisik, 
psikologis dan ekonomi 
Peningkatan komitmen dan koordinasi antar 
PD terkait maupun aparat penegak hukum 
terhadap kekerasan perempuan dan anak 



Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia 

Tujuan PD Sasaran PD 
2. Meningkatnya 
Keluarga yang 
Berkualitas 

Strategi 
1. Meningkatkan dan melakukan revitalisasi Program KB 

khususnya MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang); 
2. Pembinaan peserta KB dan peningkatan advokasi - KIE ; 
3. Masyarakat dan meningkatkan peran serta mitra kerja 

dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk ber KB; 
4. Meningkatkan pembinaan/pelestarian terhadap akseptor 

KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan 
menurunkan angka Drop Out (DO), serta meningkatkan 
penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang 
(MKJP); 

5. Mengoptimalkan distribusi alat kontrasepsi ke Klinik 
KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber KB 
terpenuhi secara baik. 

Arah Kebijakan 
1. Peningkatan cakupan akseptor MKJP; 
2. Pemerataan kelengkapan dukungan 

pelayanan dan penyuluhan KB 
3. Pelayanan akseptor KB yang berkualitas; 
4. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan 

bagi akseptor KB melalui program Bangga 
Kencana 

5. Peningkatan pembangunan dan ketahanan 
keluarga dan pembentukan karakter keluarga 
yang religius dan berkualitas; 

6. Dukungan sarana prasarana bagi kelompok 

6. Meningkatkan peran serta organisasi 7 
kemasyarakatan/PKK untuk dalam pembangunan · 

kegiatan (poktan) tribina (BKB, BKR,BKL) dan 
PIK-R; 
Optimalisasi Poktan Tribina 

keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga; 8 · 

(BKB,BKR,BKL),UPPKA, PIK-R dan GenRe 
Peningkatan kader IMP dalam penyuluhan 
berwawasan kependudukan 7. Meningkatkan pemahaman mengenai 8 fungsi keluarga 

dalam ketahanan keluarga 
8. Meningkatkan pembinaan Tri Bina (BKB, BKR, BKL) 

dalam ketahanan dan pembangunan keluarga; 
9. Meningkatkan pembinaan remaja melalui PIK-R 

/Generasi Berencana (Genre). 
10.Pencegahan stunting dengan melakukan KIE mengenai 

kesehatan reproduksi dan gizi serta pola asuh anak 
keoada masvarakat 

9. Peningkatan dukungan antar lintas sektor 
dan masayarakat dalam pembangunan 
berwawasan kependudukan 

10. Optimalisasi Kam pung KB 
11. Optimalisasi updating data kependudukan 



Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia 

Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arab Kebijakan 

12.Meningkatkan peran penggerakan kader IMP dalam KIE 
wawasan kependudukan 

13.Meningkatkan peran serta dan komitmen lintas sektor 
dalam mewujudkan pembangunan berwawasan 
kependudukan 

14.Mengoptimalkan dan mengembangkan kampung KB 
15. Mengoptimalkan keberadaan Kampung KB dalam 

peningkatan kesejahteraan keluarga; 
16. Mengoptimalkan updating data kependudukan melalui 

aplikasi SIGA 

3. Meningkatnya 1. Meningkatkan manajemen kinerja aparatur pemerintah 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah 
Akuntabilitas Kinerja daerah daerah 
Perangkat Daerah 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah 



BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

6.1. Rencana Program dan Kegiatan : 

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif melalui rumusan yang terkait dengan RPJMD program 

prioritas yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. 

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan 

pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. 

Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada 

pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program prioritas 

yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non gaji. 

Dengan demikian, besarnya persentase anggaran untuk masing-masing 

program prioritas diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah 

dikurangi belanja tidak langsung dari komponen belanja pegawai. Proyeksi 

persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program prioritas dapat 

dilihat pada tabel Rencana Program, dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif. 

Untuk Program dan Kegiatan harus disesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program dan Kegiatan harus sesuai 

dengan peraturan diatas, serta ada penambahan sub kegiatan, jadi terdiri dari 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. 

Berikut ini Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Tahun 2024 - 2026 : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 



2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

9 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

10 Pengadaan Mebel 

11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

5 Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

15 Penyediaan Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraam Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

16 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

17 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

7 Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 

18 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan 

PUG 

19 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

20 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk 



PPRG 

21 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 

8 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 

pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 

22 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang 

Politik,Hukum, Ssoial dan Ekonomi 

3. Program Perlindungan Perempuan 

9 Kegiatan Pencegahan Kekekrasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

23 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, 

Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota 

10 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 

Kekekrasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 

24 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban 

Kekekrasan Kewenangan Kabupaten/Kota 

25 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 

11 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, 

dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

26 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 

Kewenangan Kabupaten/ Kota 

12 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

27 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

5. Program Perlindungan Khusus Anak 

13 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

28 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

29 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 

14 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para 

Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 



30 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 

Kewenangan Kabu paten/ Kota 

15 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi 

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

31 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus 

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN 

PENGENDALIAN PENDUDUK 

6. Program Pengendalian Penduduk 

16 Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi KebijakanPemerintah Daerah 

Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka 

Pengendalian Kuantitas Penduduk 

32 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan 

Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak 

Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan 

33 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan 

Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD /MI 

dan SLTP /MTS, Jalur Non Formal dan Informal 

1 7 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

34 Perumusan Parameter Kependudukan 

35 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 

36 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 

37 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan 

Pelayanan KB 

38 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Keluarga 

39 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk 

Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain 

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

18 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 

40 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai 

Kearifan budaya lokal 

41 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK 



42 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 

43 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat 

Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa 

(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 

44 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan 

Elektronik serta Media Luar Ruang 

45 Pengendalian Program KKBPK 

19 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB 

(PKB/PLKB) 

46 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh 

PKB/PLKB 

4 7 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 

20 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 

Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota 

48 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana 

Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan 

dan Jejaringnya 

49 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan 

Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 

50 Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP) 

51 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan 

Penggunaan MKJP 

52 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 

53 Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 

di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya 

54 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 

55 Peningkatan Kesertaan KB Pria 

21 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

56 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 

57 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

22 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 



58 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

59 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

60 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 

PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

61 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS) 

62 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK 

63 Sosialisasi IPK 

23 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 

Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

64 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga bagi Mitra Kerja 

6.2. Pendanaan lndikatif 

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran 

sebagaimana tersebut diatas pada pendanaan indikatif secara rinci 

sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini: 



Tuju an Indfllator Saaara Indfkator 
Tujllan n Suan.n 

(1) (2) (3) (4) 

1 Mening 1 Indeks I Me ning 1. Nilai 
katnya Pemba katnya 3 SAKIP 
Pemba ngunan Akunta Peran 
ngunan Keluarg bit.it.as gkat 
Keluarg a (IPK) Kinerja Daera 

• Perang h 
kat 
Daerah 

- - -

- -

Tabet 6.1 
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026 

Indfkator Data Taraet Kinerja ProlJ1Ull dan KeranP.a Pendanaan 
Klncrja Tujuan, Capalan 

Sue.ran, pada Tahun 
Kondkl Klne,ja Awai Tahun - 1 Tahun · 2 Tahun - 3 

Kodo PS'otram dan Propam Awai 
Keclatan (OUtoome) dan Perencanaa 

Keptan/ Sub n Rp. Rp. 

Keptan Taqet Taqet Rp. Tuaet Rp. Target 
<Outnutl 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (II) (12) (13) (14) (15) (16 ) 

- - I2Y! J!~lanfa 
23.144. 23.144. 29.836. 32.7011. 
977.490 977.490 116.8110 228.1134 

trll&l!!ll : ~: 

Penunjana Urusan Penentu.e 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 
x.xx.01 Pemerintah Daen.h dokumen/lapora 0 0 S .8118.2 0 S.858.2 0 7 .210.2 0 7 .848.7 

n admlnktn.ol 93.436 93.436 06. 102 26.712 
PD yan1 
balk/ae-&ual 
re-•1•ai 

Kep 2llll!Jll: 
atan 
: 
Perenoon.aa,~ ~raenta.se 10 % 10 96 10 % 10 % 10 % 

XXX.01. Penganggaran, dan loons~tensi 0 0 115.000. 0 115.000. 0 122.000. 0 51.700.0 
2. 01 Evaluasi Kinerja indlkator kine,ja 000 000 000 00 

Pemngkat Daerah program/ k,,giatan 
I subkegiatan 
padadok 
renoona, 
anggaran, dan 
evaluasi 

Penyusunan Jumlah 3 Doku 3 Doku 3 Doku 3 Doku 3 Doku 
X.XX.0 1. Dokumen dokumen men men 100.000. men 100.000. men 25.000.0 men 27.500 .0 
2.01.01 Perencanaan Peroncana.an 000 000 00 00 

Perangkat perangkat 
Daerah daerah 
Evaluaei Jumlah 2 Lapora 2 Lapora 2 Lapora 2 Lapora 2 Lapora 

X .XX.01. Kinerja laporan n n 15.000.0 n 15.000.0 n 22.000.0 n 24.200.0 
2.01 .02 Perangkat e valuasi 00 00 00 00 

Daerah perangkat 
dacrah 

Administrasi Persentase 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 
x.x~.01 . Keuangan Perangkat lnporan keuangan 0 0 4. 703.80 0 4.783.80 0 5.785. 10 0 6.363.61 

2. 02 Daerah yang se.suai 6.696 6.696 6.102 6.712 
dengan ketentuan 
dan dapat 
diperwnggungjaw 
abkafl 

Penyediaan Jumlah 23 Orang 23 Orang 23 Orang 22 Orang 23 Orang 
X .XX.01. Gaji dan Orang yang /Bulan /Bulan 3.399.04 /Bulan 3 .399 .04 /Bulan 4 .112.84 /Bulan 4.524 . 13 
2.02.01 Tunjangan Menerima Gaji 6.696 6.696 6 .502 1.152 

ASN dan 
Tunjangan 
ASN 

Penyediaan Jumlah 12 Doku 12 Doku 12 Doku 12 Doku 12 Doku 
X .XX.01. Administrasi Dokumen men men 1.304.76 men 1.304 .76 men I.578.75 men 1.736 .63 
2.0'2.0'2 Pelaksanaan Hasil 0 .000 0 .000 9.600 5.560 

Tugae ASN Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
TuoaeASN 

Pelaksanaan Jumlah 0 Doku 0 Doku 12 Doku 12 Doku 12 Doku 
X .XX.01 . Penatausahaa Dokumen men men men 80.000.0 men 93.500 .0 men 102.850. 
2.02.03 ndan Penatausabaa 00 00 000 

Pengujian/Vc n dan 
rifi kasi Pengujian/Ver 
Keuangan ifikasi 
SKPD Keuangan 

SKPD 
Adrninistrnsi Persentase 0 % 0 % 10 % 10 % 10 % 

X.X"'-01. Kepegawaian dokumen 0 5.000.00 0 11.000.0 0 12 . 100.0 
2.0.S. Pemngkat Daerah kepegawaian 0 00 00 

Kondisl Klnerja pada 
Akhit Perlode Renatra Unit Ke,ja 

OPD Pcran&kat 
Dacrah Lokui Rp. 

Penanguna: 
TUl<t J'awab 

(17) (18) (19) (20) 

112.981. 
094.340 

10 % KABU 
0 20.917. PATEK 

226.2111 PASU 
RUAft 

~ 

~ 

10 % 
0 288.700. 

000 

,--
9 Doku 

men 152.500. 
000 

C---
6 Lapora SEKERTARlAT 

n 61 .200.0 DINAS 

00 PEMBERDAYA 
AN 

PEREMPUAN 

10 % DAN C---

PERLINDUNG 0 16.932.5 
29 . .511 AN ANAK 

SERTA 
PENG EN DALI 

AN 
PENDUDUK 

68 Orang DAN -
KELUARGA /Bulan 12.036.0 

24.351 BERENCANA 

--
36 Doku 

men 4.620.15 
5. 160 

-
276.350. 

000 

~ 

10 96 
0 28.100.0 

00 



Indlltator Data Tucet Kinerja Proanun dan Keranp:a Pendanaan 
Klnerja Tujuan, Capalan Kondlsl Kinetja pada 

Sasaran, pada Tahun Kondisi Kinerja Awai Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Akhir Pcriode Renatra Unit Kerja 

Tujuan 
lndlllator Sasar a Indlllator Kodo Program dan Procram Awa! OPD Peranpat 

Tujuan n Sasaran Ke&fatan (Outcomej dan Perencanaa Daenh Lokul 
Keptan/ Sub n Rp. Rp, Rp. 

Penanuun1 
Koptan Tar1et Tartet Rp. Tar1ot Rp. Tar1et Tar1et Jawab 
IOutoutl 

(1) (2) (3 ) (4) (5) (6) (7) (8) (9 ) (10) (11) (12) (13) (14) (1 5) (16) (17) (18) (19) (20) 

yang akurat dan 
sesuai ketentuan 

1--
Pendidikan J umlah 0 Orang 0 Orang I Orang I Orang I Orang 3 Orang 

X .XX.0 1. dan Pelatihan Pegawai 5.000.00 11.000 .0 12 . 100.0 28.100.0 
2 .05.09 Pegawai Berdaearkan 0 00 00 00 

Berdasarkan Tu gas dan 
Tugasda.n Fungsiyang 
Fungsi Mengikuti 

Pendldikan 

- - - dan Pelatihan 1--
Administrasi UTTnlm A:rsentase 10 % 10 % 10 % 10 96 10 96 10 % 

X.XX.01. Perangk.at Doerah pemenuhan 0 0 160.037. 0 155. 037. 0 199. 100. 0 2 19.010. 0 573. 147. 
2.06 kebutuhan umum 180 180 000 000 180 

PD 

- - - 1--
Penyediaan Jumlah Pak.et 6 5 paket 65 paket 65 paket 65 paket 62 paket 19 paket 

X.XX.01. Pera.Iatan clan Pera.Jatan dan 49 .998.4 49 .998.4 60.500.0 66.550.0 2 177. 048. 
2.06.01 Perlengkapan Perlengkapan 80 80 00 00 480 

Kantor Kantor yang 

- - Diaediakan 1--
Penyediaan Jumlah Pakot 17 pake t 17 pake t 17 paket 17 paket 17 paket 5 1 paket 

X.XX.01. Barang Barang 25.038 .7 25 .038 .7 28 .600.0 31.460.0 85. 098.7 
2.06.05 Cotakan dan Cetakan dan 00 00 00 00 00 

Pengga.ndaan Penggandaan 
yang 

- - - Diaediakan -Jumlah 44 Lapora 44 Lapora 44 Lapol'a 45 Lapora 50 Lapora 13 Lapora 
x .xx.01. Penye lenggara laporan rapat n n 85.000.0 n 80.000.0 n 110 .000. n 121.000 . 9 n 3 11 .000. 
2.06.09 an Ra.pat koordinasi dan 00 00 000 000 000 

Koordinasi konsultasi 
dan yang 
Konsultae.i dilakukan 

- - - SKPD SKPD -Pengadaan Bamng Persentase 10 96 10 % 10 % 10 96 10 % I O % 
X.XX.01. Milik Daerah pengadaan BMD 0 0 69.645.0 0 69.645.0 0 92.000.0 0 101.200. 0 262. 845. 

2.07 Penunj:mg Urusan yang terealisas i 00 00 00 000 000 
Pemerintah Daerah 

- - - -
Pengadaan J umlah Paket 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 6 unit 

X.XX.01. Mebel Mebel yang 4 .977 .00 4.977 .00 15.000.0 16.500.0 36.477. 0 

- - - 2 .07.02 Disediakan 0 0 00 00 00 -
Pengadaan Jumlah Unit 1 unit 1 unlt 1 unit 1 unit l unit 3 unit 

X.XX.01 . Sarana dan Sanmadan 14 .892 .0 14.892.0 22.000.0 24 .200.0 6 1.092.0 
2.07.05 Prasarana Praaarane. 00 00 00 00 00 

Gedung Godung 
Kantoratau Kantoratau 
Bangunan Bangunan 
Le.innya Le.innya yang 

- - - Oiaediakan -
Pengadaan Jumlah Unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 6 unit 

X .XX.01. Sarana clan Sarana dan 49.776.0 49 ,776 .0 55.000.0 60 .500.0 165. 276. 
2 .07. 10 Prasarana Prasarana 00 00 00 00 000 

Pendukung Pendukung 
Gedung Gedung 
Kantoratau Kantor a.tau 
Bangunan Bangunan 
Lainnya Lainnya yang 

- - Dioediakan -
Pengadaan Jumlah Unit 0 unit 0 unit 0 unit I unit 0 unit 1 unit 

X.XX.01. Ke nda.ra.an Kendaraan 75.000.0 75. 000.0 
2.07. 11 Di.nas Dinas 00 00 

Operasional Operaeional 
atau atau Lapangan 
Lapangan yang 

- - - Disediakan -
Penyediaan Jasa Persentase jasa 10 96 10 % 10 96 10 96 10 96 10 % 

X XX.01. Penunjang Uru.san pemmjan.g 0 0 609. 806. 0 529. 806. 0 737. 000. 0 810.700. 0 2. 0 77.50 
2.08 Pemerintahan Daerah opersional kantor 860 860 000 000 6. 860 

yang te,sedia 



tnd.tlr.ator Data Taqet Kinerja Pf'OIJ'9.ffl dan Keranpa Pend.anaan 
Klnetja Tujuan, Capalan Kondiai Klncrja pada 

Sau.ran, pada Tahun Kond.lal Klnerja Awai Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Akhlr Porioclo Rcnatra Unit Kcrja 

T uj u a n 
Indikator Saaa r a lndOr:ator 

Kode 
Program dan Program Awai OPD Peranp.at 

Tujuan n s .. aran Keptan (Outcome) dan Perencanaa Daerah Lok.ad 
Keptan/ Sub n Rp. Rp. Rp. 

Penan&Pn& 
Keptan Tara;ot Taraet Rp. Taraet Rp. Tar&et Taraet Jawab 
f0utnutl 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (!!) (12) (1 3) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

Penyodiaan Jumlah 36 Lapora 36 Lapora 36 Lapora 36 Lapora 36 Lapora 10 Lapora 
X.XX.01. Jasa Laporan n n 524 .806. n 524 .806. 11 715.000. n 786.500. 8 n 2. 026.30 
2.08.02 Komunikasi, Penycdiaan 860 860 000 000 6 .860 

Sumber Daya Ja11B. 
Air dan Lietrik Komunikasi, 

Sumber Daya 
Air dan Listrik 
yang 

- - Disediakan -
Penyediaan Jumlah 12 Lapora 12 Lapora 12 Lapora 12 Lapora 12 Lapora 36 Lapora 

x .xx.01. Jaoa Laporan n n 85,000.0 n 5.000.00 n 22.000.0 n 24.200.0 n 5 1. 200.0 
2 .08.04 Pelayanan Penyediaan 00 0 00 00 00 

Umum Kantor Jaea 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
Dieediakan -- -

Pemeliharaan Ba.rang Persentase BYD 10 % JO % 10 '16 JO % JO % JO % 
X.XX.01 . MilikDaerah kDndisi baik 0 0 199.997. 0 199.997. 0 264.000. 0 290.400. 0 754.397. 

2.09 Penunjang Urusan 700 700 000 000 700 
Pemerintahan Daerah 

- - - -
Penyediaan Jumlah II unit 11 unit 11 unit 11 unit 11 unit 33 unit 

X.XX.01. Jasa Kendaraan 113.667. 143,667. 165,000 . 181.500. 490.167. 
2 .09.01 Pemeliharaan, Perorangan 700 700 000 000 700 

Biaya Dina• atau 
Pemeliha.raan Kendaraan 
dan Pajak Di nae J abatan 
Kendaraan yang 
Perorangan Dipelihara dan 
Dinas atau dibayarkan 
Kendaraan Pajaknya 
Dinas 

- - - Jabatan -
J umlah 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 6 uni t 

X.XX.01 . Pemellharaan Oedung 39.160.0 39. 160.0 77,000.0 84 .700.0 200. 860. 
2.09.09 /Rehabilitaei Kantordan 00 00 00 00 000 

Gedung Bangunan 
Kantordan La.innya yang 
Bangunan Di pelihara/ Dir 
La.inn'r'a ehabilitasi -- - -

Jumlah 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 6 unit 
x.xx.01. Pernell haraan Sarana dan 17 .170 .0 17 .170.0 22,000.0 24.200.0 63.370.0 
2.09.10 /Rehabilitasi Praaarana 00 00 00 00 00 

Saranadan Gedung 
Prasare.na Kantor at.au 
Gedung Bangunan 
Kantoratau La.innya yang 
Bangunan Dipelihe.ra/Dir 
La.innVA ehabilitasi 

2 Men ing 1. IDG ~: Optcome : 
katnya 1. 
Kuali ta I -
s l .08 .02 Pen1aruatamaan Penentaae 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % BIDANG PUG , KABU 
Hidup Qenderdan Anua,an ,0 ,o 320.000 ,1 320.000 ,1 580.000 ,2 6011.000 ,2 l .47S.0 PP·PA D!NAS PATEN 
Peremp Pcmbcrdayaan Reaponaif II II .000 0 .000 II .000 0 .000 0 00.000 PEMBERDAYA PASU 
uan Pcrcmnuan Gender AN RUAN 
dan Keg! Qmm!! : PEREMPUAN 
Perl ind atan DAN 
ungan : PERLIN DU NO -
Anak 2.08.02. Pelembagnan Persentase JO '16 JO % JO '16 JO % JO % JO % AN ANAK 

2. 01 .Pe11garustamaan Perongkat Daerah 0 0 150.000. 0 150.000. 0 330.000. 0 363.000. 0 843.000. SERTA 
Gender (PUG) pada yang 000 000 000 000 000 PENOENDALI 
Lembaga Pemerintah melaksanakan AN 
Kewenangan PPRG PENDUDUK 
J(abupaten/ Kota DAN -



Indlkator Data Tarce t Kmerja Procram dan Keranp.& Pendanaan 
Klnerja Tujwu,, Capaian Kondiaf Ktnerja pada 

Saaaran, pada Tahun Kondisi Kinerja Awa! Tahun · l Tahun · 2 Tahun • 3 Akhir Perlode R.enstra Unit Kerja 

T uj u an lncUkator Sa•ara lnd.ikator Kodo Program da.n Procnun Awai OPD Peranpat 
Tujuan ft Saaaran Keptan (OUtcome) dan Perencanaa Daerah Lokaaf 

Keptan/ Sub ft 
Rp. Rp. Rp. 

Penangunc 
Keptan Tueet Tueet Rp. Tueot Rp. Tueet Tueet Jawab 
rout-•t1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13 ) (14) (15) (16) (17) (18} (19) (20) 

2 .08.02 . Koorclinasi Jumle.h 6 Doku 6 Doku 6 Doku 6 Doku 6 Doku 18 Doku KELUARGA 
2 .01.0 1 dan Dokumon men men 10.000 .0 men 10.000 .0 men 22.000.0 men 24 .200.0 men 56.200.0 BERENCANA 

Sinkronisas i Hasill 00 00 00 00 00 

Perumusan Koordinasi 
Kebijakan dan 
Pelak:sanaan SinkroniMSi 
PUG Perumusan 

Ke bijakan 
Pengaru stama 
an Gender 
(PUG) 
Kewe nangan 
Kabupatcn/Ko 
ta ~ 

2.08.02. Koordinasi Jumle.h 6 Doku 6 Doku 6 Doku 6 Doku 6 Doku 18 Doku 
2.01.02 dan Dokumen men men 10 .000.0 men 10.000.0 men H .000 .0 men 48 .400.0 men 102. 400. 

Sinkronisasi Hasil 00 00 00 00 000 
Pelak:sanaan Koordinasi 
PUG dan 
Kcwonangan Sinkroniee.-si 
Kabupatcn/K Pelaksanaan 
Ota Pengarustama 

an Gender 
(PUG) 
Kewonangan 
Kabu paten/ Ko 

- - ta -
2.08.02. Advokasi Jumlah 55 Perang 55 Perang 55 Pcrang 55 Perang 55 Porang 55 Perang 
2.01.03 Kobij akan dan Perangkat kat kat 10 .000.0 kat 10.000 ,0 kat 44 .000.0 kat 48.400 .0 kat 102. 400. 

Pendampinga Daerah yang Daera Daera 00 Dae ra 00 De.e ra 00 Dae ra 00 Dae ra 000 
n Mengikuti h h h h h h 
Pelaksanaa.n Advoka.ei 
PUG Kebijakan dan 
termasuk Pcndampingan 
PPRG Pclaksanaan 

Pengarustama 
an Gender 
(PUG) 
Termasuk 
Perencaan 
Pembangunan 
Rc eponsif 
Gender (PPRG) 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko 

- - ta -2 .08.02, SosiaHsasi Jumlah Perang 55 Pcrang 55 Pcrang 55 Perang 55 Peri:lllg 55 Pcrang 
2.01.C)-I Kcbijakan Perangkat kat kat 120 .000, kat 120,000, kat 220.000, kat 242.000, kat 582.000. 

Pelakeanaan Daera.h yang Daera Daera 000 Dae ra 000 Daera 000 Daera 000 De.era 000 
PUG Me ngikuti h h h h h h 
term.asuk Sosialisasi 
PPRG Kebijakan 

Pelaksanaru1 
Penga.rus tama 
an Gender 
(PUG) 
Te nnasuk 
Perencaan 
Pembangunan 
Re sponsif 
Gender 
(PPRG) 
Kewenangan 
Kabu paten/ Ko 
ta -



lndlkator Data Tarcet K:lnerja Proeram dan KeranP,a Pendanaan 
Kinerja Tu.Juan, Capalan Kond.iai Kinerja pada 

Saaaran, pada Tahun Unit Kerja 
lnd.ikator Sa• a ra Indfkator Program dan Proaram Awai Kondiai Kinerja Awa! Tahun - l Tahun - 2 Tahun - 3 Akh.ir Pe riod.e Renatra 

T uj u an Tujuan n Suaran 
Kodo Keptan (Outcome) dan Perencanaa 

OPD Peranpat 
Daerah Lolr.ul 

Keptan/ Sub n Rp. Rp. Rp. 
Penanagun1 

Ke&Jatan Tar1et Tut1et Rp. Tarc•t Rp. Taraet Taqet Jawab 
IOutoutl 

(I) (2) (3 ) (4) (5) (6) 17) (8) (9) (IOI (11) (12) (13 ) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2. 08. 02. Pemberdayaan Persentase I O % IO % 10 96 IO % 10 % 10 II, 

2.02 Perempuan Bidang organisasi 0 0 170.000. 0 170.000. 0 220.000. 0 242. 000. 0 632. 000. 
FbliHk, Hukum, Sosia( masyaraknt 000 000 000 000 000 
dan Ektmomi pada pere,npuan yang 
Organisasi mendapat 
Kemasyamkatan pelatihan 
Kewenangan 
Kabupaten/ Kora --

2.08.02. Sosialisasi Jumlah 7 Doku 7 Doku 7 Doku Doku 9 Doku Doku 
2.02.01 Peningkatan Dokumen men men 170.000. men 170.000. 8 men 220 .000. men 242.000. 24 men 632.000. 

Pa.rtisipasi Hasil 000 000 000 000 000 
Perempuan di Sosialiaasi 
Bidang Peningkata.n 
Politik,Huku Parti&ipaei 
m, Sosial dan Perempuan di 
Ekonomi Bidang Politik, 

Hukum, Sosial 
dan 
Ekonomi 
Kowenangan 
Kabupaten/Ko 
ta --

I. Persen fl9.l[!m : ~ · l. tase 
2 Penan -

ganan 3 .08 .03 PerUndunpn Ra■io kekeruan 9, % 9 , % 9 , % 9 , % 9 , % 9, % KAllU 
Kaeus Perempuan terhadap 80 80 135.000 76 135.000 so 176.000 :.10 193.600 20 1104.600 PATEK 
Keker perempuan, .000 .000 .000 .000 .000 PASO 
asan tenna1uk RUA.II 
Perem TPPO 
puan (perl00.000 
dan pendudult 

- Anak IW!il'emnuanl t----
Ke&f 2l!!J!lll: 
atan 

- : >----
2. 08.03. Pencegahan Persentase 10 % 10 % 10 96 10 % 10 96 10 96 

2.01 Kekekmsan temadap Keoomacan yang 0 0 55. 000.0 0 55.000.0 0 66.000.0 0 72. 600.0 0 193.600. 

Perempuan Lingkup melaksanakan 00 00 00 00 000 
Daemh layanan 
Kabupaten/ Kota penoegahat, 

kekerasan 
terlwdap 
oeremrnmn >----

2 .08.03. Koordinaei Jumlah 2 Doku 2 Doku 2 Doku 2 Doku 2 Doku 6 Doku 
2.01.01 dan Dokumen men men 55.000.0 men 55.000.0 men 66.000.0 men 72.600.0 men 193.600. 

Sink:ronisasi Haail 00 00 00 00 000 
Pelakftanaan Koordinasi 
Kebijakan, dan 
Program, Sinktonisasi BIDANG PUG, 
Kegiatan Pelakaanaan PP-PA DINAS 

Pencegahan Kebijakan, PE:MBBRDAYA 
Keke rasan Program clan AN 
terhadap Kegiatan PE:REMPUAN 
Perempuan Pencegahan DAN 
Llngkup Kekeraean PERLINDUNG 
Daera.h Terhadap AN ANAK 

Kabupaten/K Pcrempuan SERTA 
ota Kewenangan PE:NGENDALl 

Kabu paten/ Ko AN 
ta PENDUDUK >----- -

2. 08.03. Penyediaan Layanan Jumlah layanan 20 layana 20 layana 30 layana 40 layana 50 I.Ayon 12 layana DAN 
2. 02 Ru.juk:a.n Lanjutan rujukan bagi n n 80.000.0 n 80.000.0 n 110.000. (111 121.000. 0 n 3 11 .000. KELUARGA 

bogi Perempuan perempuan 00 00 000 000 000 BERE:NCANA 

Karban Kekekrasan kortxm kekerosan 
yang memerlukan yang 
Koordinasi te,standarisasi 
Ket.venangan 
Kabunaten/ Kola ~ 



lndikator Data Tarcet Kinerja Prolf'Slll dan Keranp.a Pend.anaan 
Klnerja Tujuan, Capalan Kondf.ai Kinerja pada Sasaran, pada Tahun Kondlaf. Khlerja Awal Tahun. 1 Tahun ~ 2 Tahun • 3 Akhlr Period.e Renatra. Unf.t Kerja 

Tujuan lndlkator Saaara Inclikator 
Kode 

Program dan Program Awai 
OPD PeranP,at 

Tujuan n Saaaran Keptan (Outcome) dan Perencanaa 
Rp. Rp. Rp. Daenh Lokaal 

Keptan/ Sub n Penan11Un1 
Ke&iatan Target Tara:et Rp. Tarcet Rp. Tar1et Tara:et Javrab 
IOutnutl 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) l~ 
2 .08.03. Penyediaa.n Jumlah 20 orang 20 orang 30 orang 40 orang 50 orang 12 orang 
2.02.01 La.yanan Perempuan 10.000 .0 10.000.0 22.000 .0 24 .200.0 0 56.200.0 

Pengaduan Korban 00 00 00 00 00 
Masya.rakat Kekerasa.n 
bagi Tingkat 
Perernpuan Kabu paten/ Ko 
Korban ta yang 
Kekekrasan Mendapatkan 
Kewenangan Layanan 
Kabupaten/K Pengaduan 

. ote -2.08,03. Koordinasi Jumlah 20 layana 20 layana 30 layana 40 layana 50 layana 12 layana 
2.02.02 dan La.ya.nan n n 70,000.0 n 70.000,0 n 88.000.0 n 96.800,0 0 n 254.800. 

Sinkronisasi Tindak L.anjut 00 00 00 00 000 
Pelaksanaan Pengaduen 
Penyediaan yang 
Laye.nan Memerlukan 
Rujukan Koordinasi 
Lanjutan bagi dan 
Perempuan Sinkron isasi 
Korban bagi 
Kekerasan Perempuan 
Kewenangan Korban 
Kabupaten/K Kekerasan 
ote Kewenangan 

Kabupaten/Ko 
. . te. -emmm , ~· . 

2.08.06 Pemenuhan Ha.k Pen.entaae 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % KABU 
Anak (PHA) terpenuhfnya 0 0 2811.~0 0 2811.920 0 462.000 0 1108.:ZOO 0 1,2156,1 PATEN 

halt anak di . 100 .100 .000 .000 20.100 PASU 
kabupaten RUAN . -Keaf 2!!!2!!1• 

atan 
: . --2. 08.06. Pelembagaan PHA Persentase 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

2.01 pada Lembaga anggota gugus 0 0 9 .999.80 0 9.999.80 0 132.000, 0 145.200. 0 287.199. 
Pemeriti.tah, tuga.speserta 0 0 000 000 800 
Nonpemen'ntah, dan rokor 
Dunia Usaha lcelembagaa n PHA 
Kewenangan 
Kabupaten/ Kor.a 

. >----
2 .08.06. Koordinasi JumlR.h 30 Doku 30 Doku 30 Doku 35 Doku 40 Doku 10 Doku 
2.01.02 dan Dakumen men men 9.999.80 men 9.999,80 men 132,000, men 145.200. 5 men 287. 199. 

Sinkronisasi Hasil 0 0 000 000 800 
Pelembaga.an Koordinasi 
Pemenuhan dan 
HakAnak Sinkronieasi 
Kewenangan Pelembagaan 
Kabupaten/K Pemenuhan 
ote HakAnak 

Kewenangan 
Kabupa.ten/Ko 

. ta >----
2.08.06. Penguatan dan Persentase 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

2.02 Pengeml:xu>(lan Kecamatan yang 0 0 275.920 0 275.920. 0 330.000. 0 363.000. 0 968.920 
Lembaga Penyedia melaksanakan 300 300 000 000 300 
Layanan Peningkatan Penguatan dan 
Kualitas Hidup Anak Pengembangan 
Kewenangan Lembaga 
Kabupaten/ Kota Penyedia 

Layanan 
Peningkatan 
Kualitas H idup 
Anak -



lnd.Jkator Data -rarcet Klnerja Prop,om dan Keranpa Pendanaan 
Klnerja Tujuan, Capafan KoncUa! Kinerja pada 

Saaaran, padaTahun Unit Kerja 
lndJllator Sa• ara lndDr.ator Program dan Propam Awai 

Kondlsl Kfnerja A.wal. Tahun- 1 Tahun-2 Tahun . 3 Akhfr Perlode Renatra 
Tujuan Kod• OPD Peranpat 

Tujuan n Suaran Kepatan (Outcome) dan Perencanaa Daerah Lokasl 
Kepatan/ Sub n Rp. Rp. Rp, 

Penanll'ln& 
Kepatan Tuaot Tuaot Rp, Tuaet Rp. Tuaet Taqet Jawab 
{Outoutl 

(I) [2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (IO) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2.08.06. Koordinasi Jumlah 24 Doku 24 Doku 24 Doku 21 Doku 2'1 Doku 72 Doku 
2 .02.02 dan Dokumen men men 275.920. men 275.920. men 330.000. men 363.000. men 968.920. 

Sinkroni11a11i Hasil 300 300 000 000 300 
Pelakaa.naan Koordinasi 
Pendampinga dan 
n Sinkroni&asi 
Peningkatan Pelaksanaan 
Kualii.as Peningk.atan 
HidupAnak Kualitas 
Tingkat HidupAnak 
Daerah Kewenangan 
Kabupaten/ K Kabupaton/Ko 
ota ta -. . 

trl!llJ!ll : ~ · . . ,_...._ 
2 .01.07 Perllndunpn Penontue anak 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % JO % 

Khuaua.Analt korban 0 0 129.999 0 129,999 0 192,l!OO 0 211.7110 0 1134.249 
kokeraaan yanc .600 .600 .000 .000 .600 
dltanpnl 
lnatanai terlr.ait 
kabuuateu -. . 

Kep 2!w!Jlt : ·-: -. 
2. 08.07. Pencegahan Persentase 10 \!6 10 '6 10 '6 JO % 10 % 

2. 01 Kekemsan Temadap keoomatan yang 0 1.000.00 o 1.000.00 o 22.000.0 o 24.200.0 o 47.200.0 
Anakyang melaksanakan o o 00 00 00 
Melibatkan para penaegahan 
PO!ak Lingkup Daemh kekero.san 
Kabumten/ Kou, temadan anok ,_...._ 

2 .08.07. Koordinasi Jumle.h I Doku 2 Doku 2 Doku 2 Doku 6 Doku 
2.01.02 dan Dokumen men 1.000.00 men 1.000.00 men 22 .000.0 men 24 .200.0 men 47.200.0 

Sinkronisasi Haail 0 0 00 00 00 
Pencegahan Koordinasi 
Kekerasan dan 
Terhadap Sinkronieaai 
Anak Pencegahan 
Kewenangan Kekereaan 
Kabu paten/ K Terhadap 
Ota Anak 

Kewenangan 
Kabu paten/ Ko 

. . ta ~ 

2. 08.07. Penyediaan Layanan jumlah layanan 70 layana 70 layana 80 layana 85 layana 90 layana 25 layana 
2.02 bagi Anak yang nijukon bagi anak n n 127.999. n 127.999. n 165.000. n 181 ,500. 5 n 474.499. 

M.emertuka.n korban kekero.san 800 800 000 000 800 
Perlindungan Khusus yang 
yang Memeriukan rerstandarisasi 
Koordinasi 1Yngkat 
Daemh 
Knhu=ten/ KOU! -2 .08.07. Penyodiaan Jumlah Anak 70 orang 70 orang 80 orang 85 orang 90 Orang 25 orang 

2.02.01 Leya.nan yang 109.999. 109.999 . 132.000. 1'15.200. 5 387.199. 
Pengaduan Memerlukan 900 900 000 000 900 
MasyarakeL Perlindungan 
bagiAnak Khusus 
yang Mendapatkan 
Memerluka.n Le.yanan 
Perlindungan Pengaduan 
KhususTingk Kewenangan 
at Daerah Kabupaten/Ko 
Kabupa.ten/K IA 
Ota -



Indfkator Data Tarcet Kinetja Prop-am dan Keranp.a Pendanaan 
Ktnelja Tajuan, Capalan 

Kondlal Klne,ja pada 
Sa•a.tan, pada Tahun Unit Kelja 

Ind.ikator Sa• ara lndikator Program dan Prop-am Awai Kondlai Kine lja Awa! Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Akhir Periode Ren•t:ra 
Tuju a n Koda OPD Peranp.at 

Tujuan n Suaran Keptan (Outcome) dan Perencanaa 
Rp. Daenh Lol<ul 

Keptan/ Sub n Rp. Rp. 
Penan11U,n& 

Koptan Tarcet TUJ:et Rp. Taqet Rp. Taraet TUJ:et Ja.,....1, 
IOutDntl 

(I) (2) (3) (4) ,~, (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
2.08.07. Koordinaei Jumlah 70 laya.na 70 layana 80 layana 85 layana 90 Layana 25 layana 
2.0'2.0'2 dan Le.yanan n n 17.999.9 n 17.999.9 n 33.000.0 n 36,300.0 s n 87,299.9 

Sinkronisaai Tindak Le.nju t 00 00 00 00 00 
Pelakeanaan Pcngaduan 
Pendampinga yang 
nAnakyang Memerlukan 
Memerluka.n Koordinasi 
Perlindungan dan 
Khusus Sinkronieasi 
Kewenangan bagi Anak 
Kabupaten/K yang 
Ota Memerlukan 

Perlindunga..n 
K.huaue 
Kewena.ngan 
Kabu paten/ Ko 

- ta ~ 

Keptan 1 

- - ~ 

2. 08.07. Penguatan dan Jumlah I l.ayana I tayana 1 layana 1 layana 1 1aynna 3 tayana 
2.03 Pengembanga11 pelaksanaan n n 999.800 n 999.800 n 5.500.00 n 6.050.00 n 12.549.8 

Lembaga Peny,,dia pengembanga 0 0 00 
Layanan bagi Anak n lembaga 
yang MemerlukaTI penyedla 
Perlindw:gan Klwsu.s /ayanan bagi 
Ttngkat Dae rah anakyang 
Kabupaten/ KOia memertu.kan 

perlindunga 
khusus - - -

2.08.07. Koordinasi Jumlah I Doku I Doku l Doku I Doku I Doku 3 Doku 
2,03.0'2 dan Dokumen men men 999.800 men 999.800 men 5.500.00 men 6.050.00 men 12.549.8 

Sinkronisasi Haail 0 0 00 
Peningkalan Koordinaei 
Kape.sitas dan 
Sumber Daya Sinkroniaaai 
Lernba.ga Peningka.tan 
Penycdia Kapaeitae 
Leya.nan Anak Sumber Daya 
yang Lernbaga 
Memerlukan Penyedia 
Perlindungan Layanan Anak 
Khusua yang 
Tingkat Memerlukan 
Daerah Perlindungan 
Kabupaten/K K.huaus 
ota Kewenangan 

Ka bu paten/ Ko 
ta 

3 Mening I. Persen fl:2&!'.l!!l : ~ · katnya 2. taee 
Ke luar 3 Kamp 2.14.Ct.:I Penaendallan Penentue 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % BIOANG KABU 
ga ung Pendudult Kecamatan yanc 0 0 686.000 0 686.000 0 875.0S0 0 96:UISII 0 2 ,15:13.6 PENG EN DALI PATEK 
Bcrkua Keluar melakukan .000 .000 .000 .000 ()ll,000 AN PASU 
lit.as ga uodatln• SIGA PENDUDUK,P ~ 

Berku Kep Qi!!I!!!!: ENYULUHAN 
alitaa atan DAN 

: PENGGERAKA -
2. 14.02. Pemaduan dan Jumlah Dokumen 1 Dokum 1 Dokum 1 Dokum I Dokum 1 Dokwn I Dokum N DINAS 

2.0 1 Snkronisasi GDPK Kabupaten en en 161000. en 161 .000. en 187.000. en 205,700. en 553.700. PEMBERDAYA 
KebijakanPemen·ntah fbstuuan 000 000 000 000 000 AN 
Daeroh Provinsi PEREMPUAN 
Dengan Pemerintah DAN 
Daerah PERLINDUNG 
Kabupaten/ Kow. AN ANAK 
Dalam Rangka SERTA 
Pengendalian PENGENDALI 
Kuantiw.s Penduduk AN 



lndiltator Data Taq:et Kinerja Prop-am dan Keranpa Pcndanaan 
Klncrja Tujuan, Capalan Kondisl Kinerja pada 

Saaaran, pada Tahun 
Kondisl Kincrja Awal Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Akhlr Pcriodc Rcnatra Unit Kerja 

Tujuan 
lndillator Saaa r a lndika tor 

Kode 
Program dan Procr,un A-1 OPD Pcranp.at 

Tujuan n Suuan Keptan (Outcome) dan Perencanaa Daerah Lobs! 
Keptan/ Sub n Rp. Rp. Rp. 

Penan1111n1 
Keclatan Taqet Tara•t Rp. Tara:et Rp. TU1et Taqe t Jawab 
•o.i-•tl 

(I) (2) (3 ) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (LI) (12 ) (1 3) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2. 14.02. Sosialisasi Jumlah 5 organi 5 organi 5 organi 5 organi 5 organi 15 organi PENDUDUK 
2.0 1. 13 Tentang Organieasi saai saai 16 1.000. sasi 100 .000. aasi 77.000.0 saei 84 .700.0 sasi 261 .700. DAN 

Pe.manfaatan yang 000 000 00 00 000 KELUARGA 
Kajian Mengikuti BERENCANA 
Dampak Sosialisaai 
Kependuduka tentang 
n Bese.rt.a. Pemanfaa.tan 
Model Solusi Kajian 
Strategis Dampak 
Seba.gai Kependuduka 
Pe.ringatan n Begerta 
Dini Dampak Model Solusi 
Kependuduka Stratcgis 
n Kepada Sebagai 
Pemangku Peringatan 
Kepentingen Dini Dampak 

Kependuduka 
n kepada 
Pemangku 
Kel'V'!ntinaan ~ 

2. 14.02. Advokasi, J umlah satuan 5 satuan 5 satuan 6 satuan 16 88.tUan 
2 .0 1.12 Soaialisasi Setuan pendid pendid 61.000.0 pendid 110.000. pendid 121.000. pendid 292.000. 

clan Faailitasi Pendidika.n ikan ikan 00 ikan 000 ikan 000 lkan 000 
Pelaksanaa.n yang 
Pendidikan Mendapatkan 
Kependuduka Advokaei, 
nJalur Sosialiaasi da.n 
Formal di Fasilitasi 
Satuan Pelakaanaan 
Pendidikan Pendidikan 
Jenjang Kependuduka 
SD/Ml dan n Jalur Formal 
SLTP/MTS, di Satuan 
J alur Non Pendidikan 
Formal den J enjeng 
Informal SD/Ml dan 

SLTP / MTS, 
J aJur Non 
Formal da.n 
Informal ~ 

2. 14.02. Pemetaan Perkiraan Perae,1tase 10 % JO % 10 % 10 % 10 % JO % 
2.02 Pengendalian Keoomatan yang 0 0 525. 000. 0 525. 000. 0 688.050. 0 756.855. 0 1.969.90 

Ptmduduk O>kupan melokukan 000 000 000 000 5. 000 
DaemliKabupaten/ Pemetaan 
Kot.a Perkiman 

Pengendalian 
Penduduk -

'2. 14 .02. Perumusan Jumlah I Lapora I Lapora I Lapora I Lapora I lapora 3 Lapora 
2.02.01 Paramete r Lapore.n n n 20.000.0 n 20.000.0 n 33.000.0 n 36.300.0 n 89.300.0 

Kependuduka Parameter 00 00 00 00 00 
n Kepcnduduka 

n yang 
Oirumuskan -- -

2. 14 .02. Pcnce.tatan Jum.lah 24 Lapora 24 Lapora 24 Lapora 24 Lapora 24 Lapora 72 Lapora 
2.02.12 dan Laporan n n 3 14 .800. n 294 .800. n 380.908. n 418.998 . n 1.094.70 

Pengumpule.n Pencata.tan 000 000 000 800 6.800 
Data Keluarga dan 

Pengumpulan 

- - Data KeluAraa -
2 .14.02. Pengolaha..n Jumlah 24 Lapora 24 LBJX>ra 24 Lapora 24 Lapora 24 Lapora 72 Lapora 
2.02 .13 dan Pelaporan Dokumen n n 126.000. n 126.000. n 152 .460. n 167.706. n 446.166. 

Data Pengolahan 000 000 000 000 000 
Pengendalian dan 
Lapangan dan Pelaporan 
Pelayanan KB Data 

Pengendalian 
Lapangan den 
Pelava nan KB 



IndDr.ator Data Taqet Kinerja Prop-am dan Keranp.a Pendanaan 
Klnerja Tujuan, Capalan Kondlal Klnerja pada 

Sasaran, pada Tahun Kondfsf Klnerja Awai Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Akh!r Periode Renatra Unit Kerja 

Tujuan 
lndllr.ator Sasara lndDlator Kodo 

Program dan Procram Awai OPD Peranpat 
Tujuan n Suaran Kepatan (Outcome) dan Perencanaa 

Rp. Rp. Rp. Daerah Loltul 
Keptan/ Sub n Penanaun& 

Keptan Tarcet Tar&ct Rp. Tar&et Rp. Tarcet Tarcet Jawab 
IOutoutl 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2,14.02. Pembinaan Jumlah 12 Lapora 12 Lapora 12 Lapora 12 Lapora 12 Lapora 36 Lapora 
2.02.09 dan Le.poran n n 64 .200 .0 n 64.200.0 n 77.682.0 n 85.450.2 n 227.332. 

Pengawaaan Pembina.an 00 00 00 00 200 
Pcnye lcnggara dan 
an Sietem Pengawaaan 
Infonnasi Penyelenggara 
Keluarga an Sietem 

lnfonnasi 
Keluaraa 

2.14.02. Membentuk Jumlah 0 unit 0 unit 39 unit 40 unit 40 unit 41 unit 
2.02.08 Rumah Data Rumah Data 20 .000.0 44 ,000.0 48 .400.0 112.400. 

Kependuduka Kependuduka 00 00 00 000 
n di Kampung n cli Kampung 
KB untuk KB untuk 
Memperkuat Memperkuat 
Jntegrasi Jntegrasi 
Program Program 
KKBPK di Bangga 
Sektor Lain Kencana 

(Pembangunan 
Keluarga , 
Kependuduka 
n, dan 
Kelua.rga 
Bere.ncana) 
di 
Sektor La.in 
va.na Dibcntuk . 

I. Presen ~: Outcome : 
2. tase 
1 kebut 

uhan l .14.03 Pemblnaan Keluarp Penentaae 73 % 73 % 73 % 73 % 74 % 74 % KABU 
ber- Berenoana (KB) Modem ,2 ,2 7 . 106.6 ,8 7.106.6 ,7 9 .724.l ,o 10.664. ,o 27.498. PATBK 
KB Contraceptive 3 3 64.254 0 64.284 0 09,747 0 820.722 0 294,723 PASU 
yang Prevalence Rate RUAK 
tidak IIICPRI . 
terpen Kep 2!i$1!llt: 
uhi atan 

. (Unme : 
t 2. 14.03, Pelaksanaan A?rsenta.se 10 96 10 96 10 96 10 96 10 96 10 96 
Need) 2.01 Aduokas( Kero ma.tan yang 0 0 1.330. 74 0 1.330.74 0 1.619.27 0 1.781 .19 0 4.731 .21 

Komunikas~ lnformasi Melakukan 9.930 9.930 1.415 8.557 9.902 
don Eduktlsi (KIE) Ad,,okasi, 
Pengendalian Komunikas4 
PenduduJt don KB lnfomw.s{ dan. 
Sesuai Kearifan &lukasi (KIE) BI OANO KB 
Budaya Lokal Pengendalian DAN 

F\mduduJt dan KB KETAHANAN -
2.14.03. Komunikasi , Jumlah 10 dokum 10 dokum 12 dokum 12 dokum 12 dokum 36 dokum DAN 
2.01.02 Informasi dan Dokumen en en 101.600. en 101.600. en 132 .000. en 145.200. en 378.800. KESEJAHTER 

Edukasi (KIE) Komunika.si , 000 000 000 000 000 MN 
Program lnfonnasi dan KELUARGA 
KKBPK sesuai Edukasi (KIE) DINAS 
Kearifan Program PEMBERDAYA 
budaya lokal Bangga AN 

Kencana PEREMPUAN 
(Pembangunan DAN 
Kcluarga, PERUNDUNG 
Kcpenduduka AN ANAK 
n,dan SERTA 
Kelua.rga PENGENDALl 
Berencana) AN 
Sesuai PENDUDUK 
Kearifan DAN 
Buda.ya KELUARGA 

- . Lokal BERENCANA -
2 .14 .03. Pengelolaan Jumlah 24 lapora 24 lapora 24 lapora 24 lapora 2 1 lapora 69 la!X'ra 
2.01.07 operasional Laporan Hasil n n 567.149. n 567. 149. n 686.251. 11 751.876. n 2. 008.27 

dan sarana di Pengelolaan 930 930 115 557 7. 902 
balai Operasional 
penyuluhe.n dan Sarene di 
KKBPK Ba.lai 



Jndilr:ator Data Tarcet Kinerja Propam dan Keranzka Pendanaan 
Kinerja Tujuan, Capaian Konclial Kinerja pada Sasaran, pada Tahun Unit Kerja 

lndikator Saaar a Indlkator Program dan Proa,,un AW111 Kondlsl Klnerja Awai Tahun - l Tahun-2 Tahun - 3 Alr.htr Perlode Renstra 
T uj u an Kode OPD Peranp.at 

Tujuan n Sasaran Keptan (OUtcome) dan Perencanaa 
Rp. Daerah Lolr.ui 

Keptan/ Sub n Rp. Rp. 
Penanll'ln&: 

Keptan Tara:et TarJiet Rp. Taq:et Rp. Tarcet Tarcet Jawab 
fOutnutl 

(1) (2) (3 ) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (JI) (12) (1 3) (14) (15) (16) (17) (18) ( 19) (20) 
Penyuluhan 
Bangga 
Kencana 
(Pcmbangunan 
Keluarga, 
Kependuduka 
n , dan 
Keluarga 
Berencanal -

2.14.03. Advokasi Jumlah 5 organi 5 org~i 5 organi 5 org~i 5 organi 15 organi 
2 .01.0 1 Program Organisasi sasi Sa&I 120.000. easi 120 .000. 6881 145.200. sasi 159.720. SA.Si 424.920. 

KKBPK yang 000 000 000 000 000 
kepada Mcndapatkan 
Stakeholders Advokasi 
dan Mitra Program 
Kerja Bangga 

Kencana 
(Pcmbangunan 
Keluarga, 
Kependuduka 
n,dan 
Keluarga 
Berencana) 
kepada 
Stakeholders 
dan Mitra 

- Kena 
~ 

2 .14.03 . Pele.ksanaan Jumlah I lapora I lapot'8 I lapora I lapora 0 lapora 2 lapora 
2.01.06 Mekanisme Le.poran n n 312.000. n 3 12.000. n 377 .520. n 415.272. n 1.104.79 

Operaeional Meka.nisme 000 000 000 000 2.000 
Program Operasional 
KKBPK Program 
melalui Rapat Bangga 
Koordinasi Kencana 
Kecamatan (Pembangunan 
(Rakorcam), Keluarga, 
Rapat Kependuduka 
Koordinasi n,dan 
Desa Kelua.rga 
(Rakordes) , Berencana) 
dan Mini Mele.lui Rapat 
Lokakarya Koordinasi 
(Minilok) Kecamatan 

(Rakorcam) , 
Rapet 
Koorcl ina.si 
Desa 
(Rakordes), 
dan Mini 
Loka.karya 
IMinilokl - -

2.14.03 . Promosi dan Jumlah 3 dokum 3 dokum 3 dokum 3 dokum 0 dokum 6 dokum 
2 .01.04 KIE Program Ookumen en en 150.000. en 150.000. en 181.500. en 199.650. en 531 .150. 

KKBPK Promosi dan 000 000 000 000 000 
Melalui KIE Program 
Media Maeaa Bangga 
Cetak dan Kencana 
Elektronik (Pcmbangunan 
serta Media Keluarga, 
Luar Ruang Kependuduka 

n,dan 
Keluarga 
Berencana} 
Melalui Media 
MassaCetak 
dan Elektronik 
serta Media 

- - Luar Ruano-
~ 

2. 14 .03 . Pengendalian Jumlah I lapora 1 lapora I lapora 1 lapora 0 lapora 2 lapora 
2.01.08 Program Laporan n n 80.000.0 n 80.000.0 n 96.800.0 n 106 .480. n 283.280. 

KKBPK Hasil 00 00 00 000 000 
Pen11endalian 



lnd!kator Data Taqet Kine rja Propam dan Keranpa Pend.a.nun 
Kinerja Tujuan, Capalan KoncUai Kinerja pada 

Suaran, padaTahun Kondiai Kinerja A.Will Tahun • 1 Tahun • 2 Tahun • 3 A.llhir Perlod.e Renstra Unit Kcrja 
lndikatot S a s a r a lndikator 

K.ode 
Pro&n,ni dan Proc,am Awai OPD Peran&kat 

T uj u a n TuJuan n Suaran Keptan (Outcome) dan Perencanaa Daenh Lokul 
Keptan/ Sub n Rp. Rp. Rp. 

Penanaunc 
Kc&iatan Tarpt Taqet Rp. Taqet Rp. Taraet Tarcet Jawab 
10ut-t1 

(II (21 (3) ('I) (5) (6) (7) (8) (9) (IOI 

Program 

(11) (12) (13) (14) (1 5) (16) (17) (18) (19) (20) 

KKBPK 

~. 14.03. Pendayagunaa11 F\!Jrsentase 10 % 10 % 10 % 10 % 10 'I(, 10 % 
2.02 Tenaga Penyuluh KB/ penunjang 0 0 1.258.00 0 1.258.00 0 2. 153. 80 0 2.369. 18 0 5.780.98 

Petugas Lapangan KB Tunaga 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
""'R/PLKBl PKB/PLKB -

2.l ◄ .03. Pembinaan Jumlah 6 organi 6 organi 6 orga.ni 6 organi 6 organi 6 organi 
BIDANG 

2.02 .01 IMPdan Organiaa.Bi aasi M..8i 128.000. saei 128.000. aaei 150.000. &asi 165.000 . sasi 443.000. PENG ENDA LI 
Program yang 000 000 000 000 000 AN 
KKBPK di Lini Mengikuti PENDUDUK,P 
Lape.ngan Pembinaan ENYULUHAN 
oleh IMPdan DAN 
PKB/PLKB Program PENGGERAKA 

Bangga N DINAS 
Kencana PEMBER DAYA 
(Pembe.ngunan AN 
Keluarga, PEREMPUAN 
Kependuduka DAN 
n.dan PERLIN DUNG 
Keluarga AN ANAK 
Berencana) di SERTA 
Lin i Lapa.ngan PENG ENDA LI 
oleh 
PKB/PLKB 

AN 

- - Penggerakan Jumlah 27 27 27 27 27 27 
PENDUDUK -

2 . l ◄ ,03, orang orang orang orang orang orang DAN 
2.02 .04 Kader Kader yang 53 53 1.130.00 53 1.130 .00 53 2.003.80 53 2 .204 . 18 53 5.337. 98 KELUARGA 

lnstitu8i Mengikuti 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 0.000 BERENCANA 
Masyarakat Penggerakan 
Pedesaan Kader Institusi 
(IMP) Maayarakat 

Pedesaan 
flMPI -

2. 14.03. Pe,igendalian dan A!rsentase 10 % 10 % 10 % 10 % 10 "6 10 % 
2.03 Pendlsrribu3ian KeoomatanPenerl 0 0 3.904 41 0 3.904.41 0 5. 0 71.03 0 5.546. 14 0 14 521.5 

Kebutuhan Alat dan ma Alat dan Obat 4.324 4.324 8.332 2. 165 94.821 
Obat Kontmsepsi Kontro.sepst 
Serta ~laksanaan 
Pelayanan KB Di 
Daerah 
Keh." ten/Korn BIDANG KB -

2 .14 .03. Pengendalian Jumlah 49 lapora 49 lapora 58 lapora 58 lapora 58 lapora 58 lapora DAN 
2 .03.01 Pendiatribueia Laporan n n 52 .199 .8 n 42.199.8 n 63. 161.7 11 69 .477 .9 n 174.839. KETAHANAN 

nAlatdan Pengendalian 00 00 58 34 492 
DAN 

Obat Pendiatribuaie KESEJAHTER 
Kontraaepsi n Alatdan AAN 
dan Sarana Obat KELUARGA 
Penunjang Kontrasepsi DINAS 
Pelayanan KB dan Se.rana PEMBERDAYA 
ke Fasilitas Penunjang AN 
Kec,ehatan Pelayanan KB PEREMPUAN 
Tennasuk ke F'as.ilitae DAN 
Jaringan dan Keeehatan PERUNDUNG 
Jejaringnya Termaeuk AN ANAK 

Jaringan clan SERTA 
J e iarin,.,....ua 

2. l ◄ .03. Peningkatan Jumlah 35 25 25 53 
PENGENDAU -orang orang orang orang AN 

2.03.02 Kompetensi Akeeptor yang 10.000.0 0 100.000. 0 100.000. 5 210.000. PENDUDUK 
Pengelola dan Mengikuti 00 000 000 000 DAN 
Petugas Peningkatan KELUARGA 
Logistik Alat Kompeten81 BERENCANA 
dan Obat Pengelola da.n 
Kontraeepsi Petugas 
serta Sa.rana Logistik Alat 
Penunjang dan Obat 
Pelayanan KB Kontrasepsi 

scrta Sarana 
Penunjang 
Pelavanan KB 



lndJltator Data Taract Kinerja Prop-am dan Kenmpa Pendanaan 
Klnerja Tujuan, c«palan Kondfsi Klncrja pada 

Sannn, pad.a Tahun Unit Kerja 
JndOtator Sa ■ ara lndikator Program dan Program Awai 

Kondfsl Klnerja Awai Tahun - l Tahun - 2 Tahun - 3 Akhlr Period.e Renatra 

Tujuan Kode OPD PeranP,at 
Tujuan n Suuan Keptan (OUtcome) dan Perencanaa Daerah Loltul 

Keptan/ Sub n Rp. Rp, Rp. 
Penangu.nc 

Keptan Tar&et Tucet Rp. Tarcet Rp. Taraet Tuaet Jawab 
(OUt=tl 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 11ii (12) (13) ( I ◄ ) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2. 14 .03. Peningkatan J u mla.h 6 5 orang 65 orang 75 orang 80 orang 85 orang 2◄ orang 
2.03.03 kesertaan Orang yang 0 0 2 .302. 17 0 2 ,290. 17 0 2 .785.63 0 3,064.19 00 8.140,01 

Penggunaan Mengikuti 7 ,900 7 .900 5.259 8 .785 1.944 
Metode Keaertaan 
Kontra.eepai Penggune.an 
Jangka Metod.e 
Panjang Kontrasepsi 
(MKJf'l Jangka 

Panjang 
(MKJPI --

2 . l ◄ .03. Penycdiaan Jumlah 2 Lapora 20 Lapora 20 Lapora ◄2 Lapora 
2.03.04 Dukungan Laporan n 2 .000.00 n 20.000.0 n 20.000.0 n 42.000.0 

Ayoman DukungM 0 00 00 00 
Komplikaai Ayoman 
Beratda.n Kompl.ikasi 
Kegagalan Bera.tdan 
Penggunaan Kegagalan 
MKJP Pcnggunaan 

MKJP -- 2 . M .03. Pcnyodiaan Jumlah Unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit ◄ unit 10 unit 
2.03.06 Sarana Sarana 1.503.13 1.503.13 1.818.79 2 .000.67 5, 322. 60 

Pcnunjang Penunjang 6 .624 6 .624 5.3 15 ◄ .8◄7 6 7815 
Pelavanan KB Pelavana.n KB 

~. 1-4 .03. Pembinaan Jumlah Orang 45 orang 45 orang 45 orang 9◄ orang 
2.03.07 Paaca yan11 10.000.0 0 150.000. 0 150.000. 5 310.000. 

Pelayanan Mengikuti 00 000 000 000 
bagi Pc9Crta Pembinaan 
KB P811ca 

Pclayanan 
bagi Peaerta 
KB - 2. 14.03. Pembinaan Jumlah 33 lapora 33 lapora 33 lapora 33 lapora 33 lapora 99 lapora 

2.03.08 pelayanan Laporan Hasil n n 32.600.0 n 22.600.0 n 39,446.0 n 43,390.6 n 105.436. 

keluo.rga Pcmbinaan 00 00 00 00 600 
berenca.na Pele.ya.nan 
dan Kelua.rga 
ke8Chato.n Berencana 
reproduksi di dan 
fasilitu Keeehatan 
keaehatan Reproduksi di 
termaauk Faailitaa 
jaringan dan Keeehatan 
jejaringnya Termaauk 

Jaringan dan 

- - Jeiarin"'""a 
2. 14.03 . Dukungan Jumlah 12 lapora 12 la.pora 12 lapora 12 lapora 12 lapora 36 lapora >---

2 .03.11 Operaeional 1,aporan n 11 M.300.0 n l ◄ .300 . 0 n 44 ,000.0 11 ◄8 . 400 .0 n 106.700. 
Pelayanan KB Dukungan 00 00 00 00 000 
Bcrgerak Opcrasional 

Pelayanan KB 

- - Bcn,:crak -2. 14 .03. Peningkatan Jumlah 30 orang 15 orang 15 orang 33 orang 
2 .03. 13 Kesertaan KB Akaeptor yang 10,000.0 0 50.000.0 0 50 .000.0 0 110.000. 

Pria Mendapat 00 00 00 000 
Peningkatan 
Keeetaraan KB 
Pria -

I. Peraen 2. 14.00. Pemben:layaan dan Persentase JO '16 JO '16 JO '16 10 '16 JO 96 10 '16 BIDANO 

2. tase 2. 01 Peningkatan Peron keaunatan yang 0 0 613.500. 0 613.500. 0 880.000. 0 968.000. 0 2.4151 .50 PENOENDALI 

3 Kamp serta Organisasi melaksanakan 000 000 000 000 0.000 AN 

ung Kemasyarak.atan pelayanan dan PENDUDUK,P 
Keluar Tingkat Daerah pembinaan ENYULUHAN 

ga Kabupaten/ Kota kesertaan ber-KB DAN 

Bcrku dalam Pelak.sanaan PENOOERAKA 

alitas Pelayanan dan N DINA$ 
Pembinaan Ke.sertaan PEMBERDAYA 
Ber-KB AN >---

2 .14.03. lntegraai Jumlah 1 dokum I dokum l dokum 2 dokum 2 dokum 5 kampu PEREMPUAN 
2.01.0'2 Pembe.ngunan Dokumen en en 12.300.0 en 15,000.0 en 30.000.0 en 33,000.0 ng 78 .000.0 DAN 

Llntaa Sektor Has il Integrasi 00 00 00 00 00 PERLINDUNO 

di Kampung Pembanguna.n AN ANAK 

KB Lintaa Sektor SERTA 



lndJkator Data Taqet Kinerja Proaram dan Kenn.pa Pendanaan 
Ktnerja Tujuan, Capalan Kond.Jal Klnerja pada 

Suanm, pada Tahun 
Kondlal Kinerja Awa! Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Akhfr Perl.ode Renatra Unit Kerja 

Tujuan 
lndllr.ator Saaar a lnd.flr.ator 

Kode 
Program dan Proar,un Awai OPD Penn.pat 

Tujuan n Saaaran Keptan (OUtcome) dan Perencanaa 
Rp. Rp. Rp. Oaerah Lolr.aal 

Keptan/ Sub n Penanuuna 
Keptan Taraet Tua:et Rp. Tarcet Rp. Tul•t Taqet J'awab 
IOUtrmtl 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1 3) (Ml (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

di Kampung PENG ENDA LI 
KB AN 

PENDUDUK 
DAN 

KELUARGA ..___ 
2.14.03. Pele.ksa.naan Jumlah 39 kampu 39 kampu 39 kampu 40 kampu 41 kampu 41 kampu BERENCANA 
2.04 .03 dan Kampung KB ng ng 601.200. ng 598.500. ng 850.000 . ng 935.000. ng 2.383.50 

Pengelolaan yang 000 000 000 000 0.000 
Program Mengikuti 
KKBPKdi Pclaksanaan 
Kampung KB dan 

Pcngelolaan 
Program 
Bangga 
Kencana. 
(Pembangunan 
Kelua.rga, 
Kependuduka 
n, dan 
Keluarga 
Berencana) 
di 
Kamnun° KB 

I. Prc""n ~: 2!U221M : 
2. taae 
I kebut 

uhan l ,14.04 Pemberdayaan dan Penentue 57 % 57 % 58 % ll8 % 58 % 58 % KABU 
ber- Ponlnp.atan KelompoJr. ,8 ,a 8 .623. 1 ,0 8 .623. 1 , 1 10.646. ,3 11.710. ,3 30.980. PATEN 
KB Keluarp Sejahtera Koptan s s 00. 100 0 00.100 s 251 .000 0 876. 100 0 227.200 PASU 
yang (KS) Pemblnaan RUAN 
tidak Keluarp olttlf 

. terpen melaftftrkan 
uhi Kep 2lm!lll= 
(Unmo atan 
I : . . 
Need) 2.14.04, Polak$anaan Pe~ntase IO % IO 96 10 96 IO 96 10 % IO % 

2.01 Pembangunan Keoomatan 0 0 8.603. )0 0 8.603.10 0 10.602.2 0 11.662.4 0 30 867. B 
Keluarga Melalui Polabana 0.200 0.200 51 .000 76.1 00 27.300 
Pembinaan Pembinaan dan 
Ketahana n dan Peningkatan 
Kesejahteroan Kesejahteraan 
Kelu.a aa Keluama >---

2.1 4 .04 . Pe ngadaan J umlah Unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 60 unit 
2.01.02 Sarans Sarans 360.000. 360.000. 435.600 . 479.160. 1.274.76 BIDANG KB 

Kelompok Kelompok 000 000 000 000 0 .000 DAN 
Kegiatan Kegiatan KETAHANAN 
Ketahanan Keta.hanan DAN 
dan dan KESEJAHTER 
Keeejahteraan Keaejahteraan MN 
Keluarga Keluarga KELUARGA 
(8KB, BKR, (8KB, BKR, DINAS 
BKL, PPPKS, BKL, PPPKS, PEMBERDAYA 
PIK·R dan PI K-R dan AN 
Pemberdayaa Pemberdayaan PEREMPUAN 
n Ekonomi Ekonomi DAN 
Keluargs/UPP Keluarga/UPP PERLINDUNG 
KSI KSI AN ANAK -

'.J.14.04 . Pcnyediaan Jumlah 0 kelomp 0 kelomp 2 kelomp 2 kelomp 2 kelomp 6 ketomp SERTA 
2.01.06 Biaya Kelompok ok ok ok 20,000.0 ok 22.000.0 ok 24 ,200.0 ok 66.200.0 PENGENDALI 

Operasional Kegiatan 00 00 00 00 AN 
bagi Ketahanan PENDUDUK 
Kelompok dan DAN 
Kegiatan Keaejahteraa.n KELUARGA 
Keta.ha.nan Keluarga BERENCANA 
dan (8KB, BKR, 
Keaejahteraan BKL, PPPKS, 
Keluarga PIK-R dan 
(8KB, BKR, Pemberdayaan 
BKL, PPPKS, Ekonomi 
PIK-Rdan Keluarga/UPP 
Pemberclayaa KS) 
n Ekonomi 



lnd&ator Data Taqct Kinerja Pro&ram dan Kcranpa Pcndanaan 
Klncrja Tujuan, Capalan KondW K.Jncrja pada Suaran, padaTahun Kondial Kincrja Awal Tahun - 1 Tahun-2 Tahun - 3 A.kb.tr Pcdod.c Rcnatra UnltKcrja 

lndDr:ator Sasara lndilr.ator Kode 
Program dan Program Awai 

OPD Pcranpat Tujuan Tujuan Saaaran Keptan (Outcome) dan Pcrcncanaa n Rp. Rp. Rp. Dacrah Lokaal 
Keptan/ Sub n Penanaaun1 

Keptan Tarcet Tarcet Rp. Tar1et Rp. Tarcet Tarcet Jawab 
IOutoutl 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) {II) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
Keluarga/UPP 
KS) 

,---
2 .14 .04 , Penyediaan Jumlah Kader 37 orang 37 orang 37 orang 37 orang 37 orang 37 orang 
2.01.05 Bia.ya Pengelola dan 11 II 7 .793. IO II 7 .793. IO 11 9 .429.65 11 10,372.6 11 27.S9S.3 

Operaaional Pele.keana 0 .000 0 .000 1.000 16,100 6 7. 100 
bagi Pengelola (Kader) 
dan Ketahanan 
Pelakaana dan 
(Kaderj Keecjahteraan 
Ket.aha.nan Keluarga 
dan (BKB, BKR, 
Keeejaht.craan BKL, PPPKS, 
Keluarga PIK-R dan 
(BKB,BKR, Pemberdayaan 
BKL, PPPKS, Ekonomi 
PlK-R dan Keluarga/ UPP 
Pemberdaya.a KS) 
n Ekonomi 
Keluarga/UPP 
KSl 

2 . l ◄ .04 . Promoai dan Jumlah 24 lapora 24 la.pore 24 lapora 24 lapora 24 -lapora 72 lapora 
2.0\.07 Sosialisasi Laporan Ha.ail n n 450.000. n 360 .000. n 550.000, n 605,000, 11 1.S1S.00 

Kelompok Promosi dan 200 200 000 000 0 .200 
Kegiatan Soaialiaasi 
Ketahanan Kelompok 
dan Kegiatan 
Kesejahteraan Ketahanan 
Keluarga dan 
(BKB,BKR,BK Keftejahteraan 
L,PPPKS, PIK· Keluarga 
R dan (8KB, BKR, 
Pemberdayaa BKL, PPPKS, 
n Ekonomi PIK·R 
Kelue.rga dan 
UPPKS) Pemberdaye.an 

EkonomiKelua 

- roa/UPPKSI -2 . 1 ◄ . 0◄ . Penyediaan Jumlah 0 Doku 0 Doku 3 dokum 3 dokum 3 dokum 9 dokum 
2.01.10 dan Dokumen men men en 20 ,000.0 en 55.000,0 en 60,500.0 en 13S.500. 

Pengembanga Has.ii 00 00 00 000 
n Mate ri IPK Penyediun 

dan 
Pengembanga 
n Materi 
iBangga 
(lndeks 
Pembangunan 
Keluanzal - - -2 .14.04. Sosialisasi Jumlah 0 Orang 0 Orang 15 orang 15 orang 16 orang 46 orang 

2 .01.12 !PK Orang yang 0 50.000,0 5 110.000. 0 121.000. 5 281 .000. 
Mengikuti 00 000 000 000 
Sosialisasi 
iBangga 
Qndeko 
Pemba..ngunan 
KeluarRfi) - - -

2. 14.04. .Pelaksanaan dan Peraentase 10 96 JO 96 JO % 10 96 JO % 10 % 
2. 02 Peningkn.um .Pemn Keo::imata n 0 0 19 .999.9 0 19.999.9 0 44.000.0 0 48.400.0 0 11 2.399. 

serta O,ya11isasi Pelaksa11a 00 00 00 00 900 
Kemasyarakatan Tk. f\?mbinaan dan 
Daemh Kab/ Kotn .Peningkatan 
dalam .Pembangunan Kesejahteraan 
Keluarga melalui Keluarga 
Pembinaan 
Ketahanan dan 



lndtkator Data Tarcet Kinerja Prop-am dan Keranpa Pendanaan 
Kincrja Tu.Juan, Capaian 

Kondiaf Kinerja pada Suaran, pada Tahun 
Kondlaf Kfnerja Awal Tahun - 1 Tahun-2 Tahun - 3 Akhir Pcriode R.enstra Unit Kcrja 

T uj u an 
lndfkator Saaara lndikator 

Kode 
Prognun dan Program Awai 

OPD Peranp:at 
Tujuan n Sa■ara:n Ketpatan {Outcome) dan Perencanaa Daerah Lokaaf 

Keliatan/ Sub n Rp. Rp. Rp . 
Penanuuna: 

Keptan Tarcet Tarcet Rp. Taraet Rp, Taqet Tarcet Jawab 
<Out-ti 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (JO) (II) (12) 11 3) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
Kesejahteraan 
Keluarga 

-2. M .04 . Promoei dan Jumlah 12 lapora 12 lapora 12 lapora 12 lapora 12 lapora 36 la.pore. 
2.02.04 Sosialiaasi Laporan Hesil n n 19.999.9 n 19.999.9 n 44 .000.0 n 48.400.0 n 112.399. 

Program Promosi dan 00 00 00 00 900 
Ketahanan Sosialisa.si 
dan Program 
Kesejahteraan Ket.aha.nan 
Keluarga bagi dan 
Mitra l{erja Keeeja.hteraan 

Keluarga bagi 
Mitra Keria 



BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapain Tujuan dan Sasaran 

Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian 

Tujuan Sasaran Kabupaten Pasuruan untuk periode 2024-2026 sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten 

Pasuruan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024-

2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan 

adalah se bagai beriku t : 

Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 

Kondisi Kondisi 
Kinerja Kinerja 

No Indikator 
pada awal Target Capaian Setiap Tahun (%) pada akhir 

periode periode 
RPD RPD(%) 
2023 2024 2025 2026 (2026) 

1 2 3 4 5 6 7 
Tujuan PD 
A. Indeks 55,30 55,40 55,50 55,60 55,60 

Pembangunan 
Keluarga 

Sasaran PD 

1 Indeks 66,25 66,50 66 ,75 67,00 67,00 
Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

2 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 
Penanganan 
Kekerasan 
Perempuan dan 
Anak 

3 Persentase 11 , 16% 11,10% 11,00% 10,90% 10,90% 
kebutuhan ber-
KB yang tidak 
terpenuhi/ 
Unmet Need 

4 Persentase 10,95% 11,23% 11,50% 11,78% 11.78% 
Kampung 
Keluarga 
Berkualitas 

5 Nilai SAKIP 82,75 83,25 83,75 84,25 84,25 



7.2. Penentuan Target Pertumbuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 

Daerah Tahun 2024-2026 

No 

1 
A. 

1 

2 

3 

B. 

1. 

2 . 

3 . 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana mengampu 2 urusan pemerintah daerah wajib non 

pelayanan dasar yakni urusan Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mengacu 

pada Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Kunci, berikut 

ini IKK Outcome yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Tabel 7.1 

Target Indikator Kinerja Kunci Dinas P3AP2KB 2024-2026 

Kondisi 
Kinerja Kondisi 

pada Kinerja 

Urusan /Indikator awal 
Target Capaian Setiap Tahun pada 

periode akhir 

RPD periode 

2023 2024 2025 2026 (2026) 

2 3 4 5 6 9 
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Persentase ARG pada Belanja 23,05% 23, 10% 23, 15% 23,20% 23,20% 
Langsung APBD 

Persentase anak korban 100% 100% 100% 100% 100% 
kekerasan yang ditangani 
instansi terkait kabupaten 

Rasio kekerasan terhadap 9 ,80 9,76 9 ,50 9,20 9 ,20 
perempuan, termasuk TPPO 
(perl00.000 penduduk 
perempuan] 

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

TFR (Angka Kelahiran Total) 2 ,02 2,00 1,98 1,96 1,96 

Persentase pemakaian 73,23% 73,50% 73,70% 74,00% 74,00% 
kontrasepsi Modern (Modern 
Contraceptive Prevalence 
Rate/mCPR) 
Persentase kebutuhan ber- 11 ,16% 11 , 10% 11,00% 10,90% 10,90% 
KB yang tidak terpenuhi 
(Unmet Need) 



BABVIIl 

PENUTUP 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun untuk dapat dijadikan 

pedoman sebagai implementasi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap pegawai 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dalam rangka mengaktualisasikan 

tupoksi. 

Pada dasarnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Tahun 2024-2026 ini akan berhasil dengan baik dalam pelaksanaannya apabila 

dilakukan koordinasi, sinkronisasi, komunikasi yang baik dan optimal dari semua 

pihak yang terkait baik secara vertikal maupun horizontal serta mau dan mampu 

berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang serta adanya saling pengertian dan 

· menjadikan acuan dalam melaksanakan tugas bagi aparat Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pasuruan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026 yang 

akan dijadikan penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala DP3AP2KB 

Kepala Bappelitbangda 

Kabag Hukum 

BUPATI PASURUAN,

         ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Sekretaris DP3AP2KB 


